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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peneran Accrual Basis dalam 
mewujudkan good governance financial statement pada Pemerintah Kabupaten 
Sinjai. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. 
Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer dan data sekunder. 
Data primer adalah informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan informan 
yang telah ditentukan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber 
yang telah ada atau melalui media perantara.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya Standar Akuntansi Pemerintah 
berbasis akrual merupakan salah satu bentuk perwujudan dari good  governance yang 
diterjemahkan dalam bidang keuangan pemerintah sebagai bentuk pengelolaan 
sumber daya melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan,transparan, akuntabel 
dan berkeadilan. Diharapkan temuan ini dapat menjadi perhatian bagi para 
penyelenggara pemerintahan daerah mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas 
dan keadilan di lembaga pemerintahan dalam rangka meningkatkan good governance. 
 












BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Dewasa ini di negara kita, rakyat berharap pada pemerintah agar dapat 
terselenggaranya good governance, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, 
efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Peranan laporan keuangan 
sebagai alat akuntabilitas kepada publik telah mendorong pemerintah untuk 
senantiasa secara konsisten memberikan informasi akuntabilitas keuangan yang 
transparan dan dapat di percaya untuk membangun pemerintahan yang efektif (Harun, 
2010). Georgopolous dan Tannembaum (1985) menyatakan Efektivitas ditinjau dari 
sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus 
mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme 
mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas 
harus berkaitan dengan mesalah sasaran maupun tujuan, Efisiensi diartikan sebagai 
kemampuan suatu unit usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan, efisiensi selalu 
dikaitkan dengan tujuan organisasi yang harus dicapai oleh perusahaan (Agus 
Maulana, 1997).  
Menurut Hari Sabarno (2007) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar 
bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata 
pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan 





Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaran pemerintahan memberikan 
pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. Makna dari transparansi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu Salah 
satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan Upaya peningkatan 
manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan 
mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Akuntabel 
artinya penyelenggara pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan yang 
ditetapkan, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada seluruh warga negara 
pada setiap akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan (Mahumudin, 2014). 
Permasalahan yang dialami oleh bangsa  Indonesia sekarang ini semakin 
komplek dan semakin sarat dengan permasalahan. Oknum-oknum organisasi 
pemerintah menjadi panutan rakyat banyak yang tersandung masalah hukum. 
Eksistensi pemerintahan yang baik atau sering disebut good governance yang selama 
ini diharapkan, faktanya saat ini masih menjadi  mimpi dan hanyalah sebatas jargon 
belaka. Menurut Ristifani (2009), good governance sebagai struktur, sistem, dan 
proses yang digunakan oleh organisasi instansi pemerintah guna memberikan nilai 
tambah yang berkesinambungan dalam jangka panjang. Manfaat dari good 
governance dapat meningkatkan nilai tambah instansi pemerintah, mengurangi resiko 
yang menguntungkan diri sendiri (Trinanda dan Mukodim, 2010). Indonesia harus 
segera terbangun dari tidur panjangnya. Revolusi di setiap bidang harus dilakukan 




fraksi dan sekelompok orang. Padahal seharusnya penyelenggaraan Negara yang baik 
harus menjadi perhatian serius. 
Good governance merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh sektor 
pemerintah. Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 
ditampilkan dalam pencapaian kinerja sebagaimana komitmen yang telah ditetapkan. 
Melalui perbaikan kinerja, pemerintah dapat melakukan komunikasi dua arah dengan 
rakyatnya dalam rangka mencari titik temu pemecahan masalah-masalah yang terjadi. 
Sadjijono (2007) good governance mengandung arti bahwa kegiatan suatu lembaga 
pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku 
untuk mewujudkan cita-cita negara.  Hal tersebut menjadi isyarat bahwa untuk 
mewujudkan suatu pemerintahan yang responsif, bebas KKN serta berkinerja, kondisi 
akuntabilitas merupakan kondisi yang harus ada untuk dipenuhi. Dalam rangka 
mewujudkan hal tersebut, perlu dipadukan pengembangan dan penerapan sistem 
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan 
pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, 
bersih, bertanggungjawab, dan bebas dari KKN, yang dalam penerapannya adalah 
membuat suatu tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik. Good governance 
adalah perubahan yang diharapkan akan melepaskan bangsa Indonesia dari kondisi 
keterpurukan. 
Langkah awal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik (good government governance) adalah implementasi sistem 




bertanggungjawab, efisien dan efektif. Akuntansi pemerintahan dalam hal ini dipakai 
sebagai alat untuk melakukan upaya mewujudkan good governance ke tataran yang 
lebih riil Mardiasmo (2002), serta saling berkaitan satu dengan lainnya dalam 
mewujudkan good governance   adalah sebagai berikut: 
1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, 
ekonomi dan sosial. 
2. Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta 
pengakuan atas HAM, kebebasan pers dan kebebasan mengemukakan  pendapat/ 
aspirasi masyarakat. 
3. Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang  dititipi 
amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun  kegagalan kepada 
penitip amanah sampai yang memberi amanah puas dan  bila belum ada atau tidak 
puas dapat kena sanksi. 
Beberapa upaya untuk membuat suatu standar yang relevan dengan praktek– 
praktek akuntansi di organisasi sektor publik di Indonesia telah dilaksanakan baik 
oleh pemerintah maupun Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (Nordiawan, 2006). 
Standar akuntansi keuangan ini penting agar laporan keuangan lebih berguna, dapat 
dimengerti dan dapat diperbandingkan serta tidak menyesatkan. Hal yang sama juga 
berlaku pada sektor pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintah akan menjadi 
pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah menuju kepada 




Negara (BAKUN), Departemen Keuangan memulai upaya untuk mengembangkan 
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 
PP No. 71 tahun 2010 menyatakan bahwa, Standar Akuntansi Pemerintah 
Berbasis Akrual  adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakui pendapatan, 
beban, aset, utang, dan ekuitas dalam  pelaporan finansial berbasis akrual, serta 
mengakui pendapatan, belanja, dan  pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan 
anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Maka penerapan 
standar akuntasi pemerintah berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. 
Deloitte (2004) menyebutkan bahwa akuntansi pemerintah berbasis akrual secara 
signifikan memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengambilan keputusan yang 
efesiensi dan efektivitas melalui informasi keuangan yang akurat dan transparansi. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Van Der Hoek (2005) penerapan akrual basis 
di negara maju telah membawa hasil dan banyak manfaat, salah satunya 
meningkatkan pelaporan keuangan serta meningkatkan manajemen aset. Selain itu, 
diperlukan komunikasi yang berkesinambungan dari pemerintah pusat maupun 
daerah sebagai layaknya suatu peraturan baru yang mengatur standar yang berbeda 
untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu di susun berbagai kebijakan dan 
dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan standar akuntasi pemerintah yang 
baru dapat terlaksana dengan baik tanpa ada resistensi. 
Akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual memainkan peranan penting 
dalam pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik karena dengan akuntansi 




dilaksanakan oleh pemerintah dan juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, 
serta menjadi alat yang memenuhi amanat desentralisasi institusi pemerintahan 
(Guthrie, 1998; Olson, Guthrie & Humphrey, 1998; Pallot, 1992). 
Selanjutnya, bentuk penerapan good governance dalam akuntansi 
pemerintahan guna menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang informatif, tepat 
waktu serta dapat diandalkan adalah dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah 
(PP) nomor 24 tahun 2005 dan direvisi dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 
tentang Standar Akuntansi Pemerintah Akrual sebagai acuan dalam menyusun 
laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya standar ini, maka Laporan Keuangan 
Pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan 
sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan stakeholder sehingga tercipta 
pengelolaan keuangan negara yang adil, transparan dan akuntabel yang diyakini akan 
berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan negara/daerah. Dengan 
ditetapkannya Standar Akuntansi Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan 
transparansidan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah untuk dapat 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 
Studi sebelumnya oleh Plummer, Hutchison, dan Patton (2007), dengan 
menggunakan sampel sebanyak 530 distrik sekolah di Texas, menemukan bukti 
bahwa informasi accrual basis tidak lebih informatif dibandingkan informasi yang 
disajikan dengan menggunakan basis akrual-modifikasian. Studi lain oleh Vinnari 
dan Nas (2008) menunjukan adanya potensi manajemen laba pada instansi 




Adapun penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2014) menemukan hasil 
bahwa standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk 
tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan 
keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun 
antar entitas, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, penerapan accrual basis tepat 
digunakan dalam pencatatan sektor publik dalam menetapkan seluruh pertimbangan 
dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan 
persyaratan minimum isi laporan keuangan. 
Penerapan good governance ini diharapkan mampu membawa negara 
Indonesia bangkit dari keterpurukannya. Hastuti (2005) menyatakan bahwa konsep 
good governance dapat menghasilkan kinerja pemerintah yang baik, sehingga 
penegakan good governance menjadi hal yang mutlak diperlukan. Salah satu hal yang 
mendesak untuk tercapainya good governance ini adalah lewat reformasi bidang 
keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan  
untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka 
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar  
periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah  laporan 
keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama  sebagian besar 
pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini  menetapkan seluruh 
pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan 




Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan 
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 
selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk 
mengetahui sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan 
operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi evektifitas dan 
efiesiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap 
peraturan perundang-undangan. Proses pencatatan laporan keuangan pemerintah 
memang sebaiknya dan sudah seharusnya dilakukan secara akrual di perlakukan 
untuk semua negara di seluruh dunia. Menurut Tanzi (1999) dalam Onuorah (2012) 
mengatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah bagian penting dari kerangka 
kerja untuk manajemen ekonomi dan keuangan yang meliputi: stabilitas makro 
ekonomi; komitmen untuk keadilan sosial dan ekonomi; dan menjadikan lembaga 
yang efisien melalui reformasi struktural. 
Laporan keuangan pada intansi pemerintah merupakan kegiatan dari 
manajemen keuangan adalah salah satu sasaran pertama yang harus diperbaiki agar 
dapat memberikan data atau informasi yang mendukung dalam pengambilan 
keputusan maupun pengamatan. Berbagai masalah yang terjadi di internal instansi 
pemerintah adalah kurangnya transparansi dan pertanggungjawaban terhadap laporan 
keuangan karena hanya pihak-pihak tertentu saja yang mengetahui dan dapat 
mengakses laporan keuangan. Dari uraian diatas maka peneliti melakuakan penelitian 




Financial Statement pada Pemerintah Kabupaten Sinjai (Studi pada Kantor 
Bupati Kabupaten Sinjai)” 
 
B.   Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Fokus penelitian ini adalah Kantor Pemerintah Kabupaten yang terdapat di 
kota Sinjai yaitu fokus pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sinjai dan 
penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sinjai yang sejauh mana 
patuh terhadap standar akuntansi keuangan yang berlaku demi meningkatkan good 
governance. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk 
memperoleh sebuah informasi keuangan dan hasil-hasil yang diperoleh oleh 
sebuah entitas. Untuk menunjang sebuah pemerintahan yang baik sebuah laporan 
keuangan maka diperlukan sebuah pencatatan transaksi dan kepatuhan terhadap 
standar akuntansi yang berlaku 
 
C. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang 
penerapan accrual basis dalam mewujudkan good governance financial statement 
dimana terjadinya krisis ekonomi di Indonesia disebabkan oleh tata kelola yang buruk 
(bad governance) pada sebagian besar pelaku ekonomi (publik dan swasta). Salah 
satu usaha memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan 
mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba 




dengan istilah good governance. Oleh karena itu tuntutan terhadap terwujudnya good 
governance (tata kelola yang baik) sangat diperlukan terutama di instansi pemerintah. 
Upaya ini juga didukung oleh banyak pihak baik pemerintah sendiri sebagai lembaga 
eksekutif, DPR sebagai lembaga legislatif, pers dan juga oleh lembaga-lembaga 
swadaya masyarakat. 
Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dalam penelitian ini akan 
dirumuskan dalam berntuk rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan accrual basis dalam pencatatan laporan keuangan  
pemerintah kabupaten Sinjai? 
2. Bagaimana pengaruh penerapan accrual basis dalam mewujudkan good 
governance financial statement pada pemerintah kabupaten Sinjai ? 
 
D.  Kajian Pustaka  
Dasar atau acuan yang berupa temuan-temuan melalui hasil berbagai 
penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai 
data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan 
bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang 
sedang dibahas dalam penelitian ini 
Beberapa hasil pengujian dan penelitian terdahulu dapat dilihat dari Tabel 















Akuntansi Pemerintah dalam 
Mewujudkan Good 
Governence pada Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Utara 
 Hasil penelitian 
menunjukan untuk 
mewujudkan tata kelola 











Analisis Standar Akuntansi 
Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Kota Tomohon 
 
 Hasil penelitian 
menunjukkan pemerintah 
Kota Tomohon dalam 
menerapkan SAP berbasis 
akrual telah melaksanakan 
berbagai pelatihan-pelatihan 
dengan adanya peraturan 
pemerintah yang 
mewajibkan untuk semua 
pemerintah daerah termasuk 
pemerintah Kota Tomohon 





Anasisis penerapan standar 
akuntansi pemerintah 
berbasis akrual dalam 
penyajian Laporan Keuangan 
pada Pemerintah kota Bitung 
 Pemerintah Kota Bitung 
belum menerapkan PP. No. 
71 Tahun 2010 tetapi 
sebagai salah satu entitas 
dalam menyajikan laporan 
keuangan berdasarkan PP 
No. 24 Tahun 2005 berbasis 
CTA (Cash Toward Acrual) 







E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah maka yang menjadi tujuan penelitian 
ini adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan accrual basis dalam pencatatan laporan keuangan  
pemerintah kabupaten Sinjai. 
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan accrual basis dalam mewujudkan good 
governance financial statement pada pemerintah kabupaten Sinjai. 
 
F. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharap dapat memberi kontribusi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan, seperti  bermanfaat dalam aspek teoritis dan praktis sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis  
Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi kajian lebih lanjut mengenai 
pengembangan teori. Serta memberikan tambahan wawasan, pengetahuan 
mengenai peloparan keuangan dan penerapan accrual basis. Sehingga dapat 
mengimplementasikan basis akrual dengan baik dan lebih awal di pemerintah 
kabupaten Sinjai. 
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi Organisasi sektor publik sebagai masukan atau bahan pertimbangan 
dalam penerapan accrual basis, tentang faktor-faktor pendukung dalam 




mewujudkan/mencapai faktor-faktor tersebut serta nilai-nilai yang penting 
dimiliki untuk penerapan basis akrual yang lebih maksimal. 
b. mewujudkan/mencapai faktor-faktor tersebut serta nilai-nilai yang penting 
dimiliki untuk penerapan basis akrual yang lebih maksimal. 
c. mewujudkan/mencapai faktor-faktor tersebut serta nilai-nilai yang penting 
dimiliki untuk penerapan basis akrual yang lebih maksimal. 
d. Bagi Pembaca/Penulis Di harap hasil penelitian ini mampu mendukung 
teori ilmu akuntansi dan keuangan, serta diharap mampu menjadi acuan 
referensi mengenai materi yang berhubungan dengan penelitian ini guna 


















A. Teori Kepatuhan (Compliance Theory) 
Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku 
kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang 
mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka dengan dukungan yang 
kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai. Menurut Rosalina (2010) 
berdasarkan perspektif normatif maka seharusnya teori kepatuhan ini dapat 
diterapkan di bidang akuntansi.  Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut 
kamus bahasa Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah 
atau aturan dan disiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh 
pada ajaran atau peraturan (Susilowati, 2004). Seseorang individu cenderung 
mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma 
internal mereka.  
Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum, 
karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif 
melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan kerana otoritas penyusun hukum 
tersebut memiliki hak untuk melihat perilaku Septiani, (2005). Dengan konsep 
tersebut seharusnya taat pada peraturan yang telah dibuat pemerintah. Teori 
kepatuhan diterapkan pada Kantor Pemerintah dalam melakukan pencatatan dan 





patuhnya pada peraturan yang ada maka akan mewujudkan pencatatan yang sesuai 
Standar Akuntansi Keuangan. Dengan diberikannya tugas, tanggung jawab, 
wewenang serta mencakup status dan peran yang dimiliki, maka aparat instansi 
pemerintah tersebut harus patuh dan menjalankan tugasnya dengan amanah dan 
memiliki rasa tanggung jawab. Struktur organisasi yang bisa berjalan dengan 
mengikuti aturan serta terbuka dalam menerima kritik dan saran, sehingga hasil 
laporan keuangan dapat dipergunakan oleh semua pihak yang membutuhkan dan 
tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Dalam Islam dijelaskan untuk selalu menjaga 
amanah dalam QS Al-Anfal/8: 27 yang berbunyi: 
 ََُٰ َََٰيأ ْا َٰٕٓ ََُُٕخت َٔ  َلُٕس َّشنٱ َٔ  َ َّللَّٱ ْإََُُٕخت َلَ ْإَُُياَء ٍَ ِٚزَّنٱ َآَُّٚأ
َٰٓ ََٰٚ ٌَ ٕ ًُ َهَۡعت ُۡىتََأ َٔ  ۡىُِكت٧٢  
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat 
yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Departemen Agama 
Republik Indonesia, 1989). 
 Penjelasan ayat tersebut menganjurkan umat muslim untuk selalu bersifat 
amanah. Sifat amanah merupakan syarat pokok bagi setiap pemimpin karena jika 
tidak memiliki sifat tersebut, niscaya akan membawa kepada kerusakan masyarakat 
atau bangsa dan negara. 
B. Teori Sifat (trait Theory) 
Keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari sifat 
dan ciri-ciri yang dimilikinya. Sifat tersebut bisa berupa sifat fisik dan sifat 




seseorang untuk bisa bertindak, berpikir dan juga merasa bahwa dirinya paling baik 
dalam menghadapi objek, ide dan juga situasi ataupun nilai. Sikap bukanlah perilaku 
namun kecenderungan untuk perilaku dengan menggunakan metode tertentu saja 
terhadap objek sikap. Objek sendiri bisa berbentuk apa saja yakni orang, tempat, 
gagasan, ataupun situasi dalam kelompok. Pada awalnya diyakini bahwa pemimpin 
itu dilahirkan dengan membawa sifat-sifat yang diperlukan oleh seorang pemimpin 
hal tersebut diperoleh dari garis keturunan. Djatmiko Hayati, (2002) fungsi pemimpin 
dalam organisasi yaitu menjaga koordinasi dan integritas organisasi, merumuskan 
tujuan organisasi, menentukan saranan serta cara-cara yang efesien, menengahi 
konflik-konflik yang muncul, serta melakukan penyempurnaan dalam organisasi. 
Teori sifat berusaha mengidentifikassi sifat-sifat khas yang diasosiasi dalam 
kehidupan. Teori sifat mengidentikan pada seseorang yang memiliki sifat sebagai 
berikut: 
1. Tingkat energi tinggi dan toleransi terhadap tekanan membantu seseorang dalam 
menanggulangi tingkat kecepatan kerja yang tinggi, jam kerja yang panjang dan 
toleransi terhadap tekanan akan lebih besar kemungkinan untuk tenang dan dapat 
memberikan pengarahan yang sesuai kebutuhan. 
2. Rasa percaya diri berhubungan secara positif dengan efektivitas dan kemajuan 
seseorang. Karena dengan percaya diri maka seseorang memiliki tekat tinggi 




3. Pusat kendali internal, jika hal ini dimiliki oleh seseorang maka yakin bahwa 
kehidupan dalam hidup mereka lebih banyak ditentukan oleh tindakan mereka 
sendiri dari pada kebetulan atau nasib. 
4. Kestabilan dan kematangan emosional, jika seseorang memiliki sifat ini maka 
seseorang akan mudah beradaptasi, memiliki kesadaran yang tepat mengenai 
kekuatan dan kelemahannya, tidak egosentris, dan lebih banyak memiliki kendali 
terhadap diri sendiri. 
5. Orentasi pada keberhasilan, hal ini yang dimiliki maka keberhasilan yang dapat 
dicapai meliputi keinginan untuk ungguul, dorongan untuk berhasil, kesediaan 
memikul tanggung jawab dan perhatian terhadap sasaran tugas. 
 Teori sifat tersebut dimiliki oleh aparat instansi pemerintah dalam melakukan 
pencatatan dan pelaporan keuangan maka dalam pembuatan laporan keuangan akan 
patuh terhadap standar. Teori sifat ini akan mengendalikan diri seseorang untuk 
melakukan tidakan-tidakan yang fiktif. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan 
kepada petugas akan memberikan beban yang sangat tinggi sehingga harus memiliki 
sifat yang objektif agar dapat patuh terhadap standarilisasi terutama dalam pencatatan 
dan pembuatan laporang keuangan. karena laporan keuangan diperuntukkan semua 
pihak yang membutuhkan. 
C. Accrual Basis 
Fenomena di Indonesia, upaya untuk menghasilkan laporan keuangan dan  
informasi akuntansi yang akurat dan transparan telah dilakukan sejak dikeluarkan  




dikeluarkannya UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 
Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara. Namun 
dalam kenyataannya masih ditemukan beberapa Pemerintah Daerah yang belum 
menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan  ketentuan 
yang berlaku pada saat itu. Metode pencatatan sebelumnya yaitu metode cash basis. 
Menurut Harahap (2001) cash basis merupakan salah satu konsep yang sangat 
penting dalam akuntansi, dimana pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika 
transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata 
lain akuntansi cash basis adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 
dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang 
digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Namun terdapat 
kelemahan metode pencatatan Cash Basis adalah: 
1. Metode Cash Basis tidak mencerminkan besarnya kas yang tersedia. 
2. Akan dapat menurunkan perhitungan pendapatan, karena adanya pengakuan 
pendapatan sampai diterimanya uang kas. 
3. Adanya penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi 
piutang tak tertagih. 
4. Biasanya dipakai oleh perusahaan yang usahanya relative kecil seperti toko, 
warung, mall retail dan praktek kaum spesialis seperti dokter, dll. 
5. Setiap pengeluaran kas diakui sebagai beban. 
6. Sulit dalam melakukan transaksi yang tertunda pembayarannya, karena pencatatan 




7. Sulit bagi manajemen untuk menentukan suatu kebijakan kedepannya karena 
selalu berpatokan kepada kas. 
West & Carnegie, (2005) mengatakan bahwa perubahan standar akuntansi 
pada sektor publik ke basis akrual dilatarbelakangi dengan tingginya peningkatan  
kebutuhan akan akuntabilitas pada institusi sektor publik terutama instansi 
pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Gupta, (2009) menunjukkan hubungan 
positif dan signifikan antara transparansi dan akuntabilitas dalam mengadopsi 
penganggaran berbasis akrual bila dibandingkan dengan anggaran berbasis kas. Hal 
ini juga menjelaskan bahwa penganggaran dengan berbasis akrual adalah solusi 
terbaik untuk mengakomodasi efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.  
Accrual basis adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa 
lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi. Menurut  Nunuy (2007) 
Akuntansi berbasis akrual merupakan sistem akuntansi yang memngakui dan 
mencatatkan transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadinya atau pada saat 
perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan 
perubahan sumber daya pada suatu entitas. Sedangkan menurut Menurut 
Simanjuntak, (2010) basis akrual adalah basis akuntansi dimana  transaksi ekonomi 
dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat 
terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima 
atau dibayar. Oleh karena itu transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat 
dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya 




sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan 
informasi yang paling komprehensif seluruh arus sumber daya dicatat. Halim dan 
Kusufi (2012) menyimpulkan bahwa basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan 
yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, perubahan sistem akuntansi dari akuntansi 
berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual perlu dilakukan karena sistem 
akuntansi berbasis kas dianggap kurang relevan dalam menyajikan informasi 
keuangan yang akurat dan andal. Adapun kelebihan dalam penerapan sistem 
akuntansi berbasis akrual adalah: 
1. Metode accrual basis digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas 
dana. 
2. Beban diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih 
handal dan terpercaya. 
3. Pendapatan diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih 
handal dan terpecaya walaupun kas belum diterima. 
4. Banyak digunakan oleh perusahan-perusahana besar (sesuai dengan Ketentuan 
Standar Akuntansi Keuangan dimana mengharuskan suatu perusahaan untuk 
menggunakan basis akural). 
5. Piutang yang tidak tertagih tidak akan dihapus secara langsung tetapi akan 
dihitung kedalam estimasi piutang tak tertagih. 
6. Setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat kedalam masing-masing akun 




7. Adanya peningkatan pendapatan perusahaan karena kas yang belum diterima 
dapat diakui sebagai pendapatan. 
8. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pedoman manajemen dalam 
menentukan kebijakan perusahaan kedepannya. 
9. Adanya pembentukan pencadangan untuk kas yang tidak tertagih, sehingga dapat 
mengurangi risiko keuangan.  
Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada organisasi sektor publik 
dianggap sebagai solusi terbaik untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada sistem 
akuntansi berbasis kas. Penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari 
praktik manajemen keuangan sektor publik yang bertujuan untuk memberikan 
informasi yang lebih transparan dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. 
Akuntansi berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi 
kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan 
pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut. Dengan demikian, pendapatan 
diakui pada saat penghasilan telah diperoleh dan beban atau biaya diakui pada saat 
kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi. Jadi penerapan basis akrual dinilai 
sangat sesuai karena pencatatan dicatat saat terjadinya arus sumber daya. Basis akrual 
juga menyediakan estimasi yang tepat atas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap 
perekonomian secara makro dan menyediakan informasi komprehensif.  
 Menurut IFAC, (2003) International Federation of Accountants (IFAC) dalam 
Public Committee Study Nomor 14 tentang Transition to The Accrual Basis of 




kelebihan dalam penerapan basis akrual pada akuntansi sektor publik atau 
pemerintahan yaitu:  
1. Memberikan gambaran bagaimana pemerintah mendanai aktivitas-
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan pendanaannya;  
2. Memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kemampuan 
pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk 
memenuhi segala kewajiban dan komitmen-komitmen yang ada;  
3. Menunjukkan posisi keuangan pemerintah atau instansi dan perubahan posisi 
keuangannya;  
4. Menyediakan ruang bagi pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan 
pengelolaan sumber daya yang dikelolanya;  
5. Memberikan manfaat untuk mengevalusi kinerja pemerintah dalam hal 
efisiensi, efektivitas dan pencapaian hasil akhir penggunaan sumber daya 
yang dikelolanya. 
Disamping itu, keuangan yang disusun dengan basis akrual akan 
mempermudah para pemakai untuk membandingkan secara berimbang antara 
alternatif dari pemakaian sumber daya, menilai kinerja, posisi keuangan, dan arus kas 
dari entitas pemerintah, melakukan evaluasi atas kemampuan pemerintah untuk 
mendanai kegiatannya serta kemampuan untuk pemerintah untuk memenuhi 
kewajiban dan komitmennya, melakukan evaluasi atas biaya, efisiensi, dan 





Manajemer diminta agar bertanggung jawab untuk seluruh biaya yang 
berhubungan dengan output/outcome yang dihasilkannya, tidak sekedar dari sisi 
pengeluaran kas. Karena itu, hanya basis akrual yang memungkinkan untuk mengakui 
semua biaya, dengan demikian dapat mendukung pengambilan keputusan oleh para 
manajer secara efisien dan efektif. Mengingat pengalaman dari krisis keuangan 
global, negara-negara berusaha untuk meningkatkan strategi mereka dalam 
manajemen keuangan di daerah dengan transparansi dan akuntabilitas. Menurut 
Syakirat (2013) Beberapa Negara sekarang bertujuan untuk membebaskan diri dari 
batas dari sistem mereka saat ini pelaporan keuangan dengan mengadopsi pelaporan 
keuangan yang kredibel dioperasi anggaran mereka. 
Asumsi basis akuntansi akrual ini sudah diakui secara luas pada akuntansi 
sektor bisnis/komersial. Seperti tercantum dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan 
Penyajian Laporan Keuangan, dengan basis akuntansi akrual, pengaruh transaksi dan 
peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan dicatat dalam catatan akuntansi serta 
dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan 
keuangan yang disusun, dengan demikian, akan memberikan informasi kepada 
pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan 
pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber 
daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Dengan 
diterapkannya basis akuntansi akrual, elemenelemen laporan keuangan yang diakui 




Karakteristik yang riil dari penerapan akuntansi berbasis akrual antara lain 
akan mencakup: 
1. Aset modal akan diakui dalam laporan keuangan pemerintah.  
Aset-aset ini akan dilaporkan sebagai aset tetap non finansial. Pengakuan ini 
tidak akan mempengaruhi hutang netto pemerintah (jumlah kotor hutang pemerintah 
dikurangi aset finansial), akan tetapi akan berpengaruh pada akumulasi defisit 
(jumlah kotor hutang pemerintah dikurangi (hutang netto pemerintah dikurangi aset 
finansial). Pendapatan pajak akan diakui sepanjang periode pendapatannya. Dengan 
demikian, piutang pajak (setelah dikurangi dengan cadangan tak tertagihnya) akan 
dicatat sebagai pendapatan pajak sebagai rekening lawan. Lebih jauh, Thomas H. 
Beechy merumuskan bahwa akuntansi berbasis akrual penuh merupakan kombinasi 
tiga konsep yakni basis akrual (itu sendiri), basis biaya dan konsep alokasi antar 
periode yang jamak. accrual basis merupakan basis untuk mengatasi kelemahan basis 
kas yang dapa menyembunyikan hasil operasi yang sebenarnya maupun informasi 
atas hutang. Basis biaya menyatakan bahwa biaya merupakan pengeluaran yang 
diakui ketika barang dan jasa diperoleh atau pengeluaran yang digunakan atau 
dikonsumsi dalam operasi, meskipun pengeluaran tersebut diakui terlebih dahulu 
sebagai aset, sehingga basis biaya muncul ketika konsep penandingan (matching cost 
agains revenue) diterapkan, dan alokasi antar periode dapat juga dinyatakan sebagai 
bagian dari pelaporan berbasis biaya, tetapi dalam prakteknya, alokasi ini merupakan 
modifikasi dari basis biaya. 




Secara sederhana, dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual 
ditujukan untuk mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk memberikan data yang 
lebih akurat. Beberapa tujuan penggunaan basis akrual yakni sebagai berikut: 
a. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan (penganggaran, 
akuntansi dan pelaporan) dalam sektor publik. 
b. Untuk meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen aset dan budaya sektor 
publik. 
c. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa 
oleh pemerintah. 
d. Menyediakan informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk 
pengambilan keputusan. 
e. Untuk mereformasi sistem anggaran belanja (apropriasi). 
f. Untuk mencapai transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang 
dilakukan oleh pemerintah. 
Pada akhirnya, seluruh instansi pemerintahan baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah, harus menerapkan basis akrual dalam menyajikan seluruh elemen 
laporan keuangannya paling lambat untuk tahun anggaran 2015. Hal tersebut sesuai 
dengan yang diamanatkan dalam PP 71 Tahun 2010, dimana batas akhir Pemerintah 
Daerah sudah harus menerapkan basis akrual adalah 5 tahun sejak Peraturan 
Pemerintah tersebut diberlakukan. Implementasi sistem akuntansi berbasis akrual di 
lingkungan pemerintahan merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh 




governance). Implementasi akuntansi berbasis akrual diharapkan mampu 
meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas informasi akuntansi pelaporan 
keuangan negara.  
Penerapan accrual basis harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi      
Penerapan accrual basis tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah teknik akuntansi 
saja, tetapi penerapan ini membutuhkan perubahan budaya organisasi dan harus 
merupakan bagian dari reformasi birokrasi secara menyeluruh. Informasi yang 
dihasilkan dengan basis akrual akan menjadi berharga dan sukses apabila informasi 
yang dihasilkan digunakan untuk dasar membuat kebijakan publik yang semakin 
baik. Perubahan ini tidak secara otomatis terjadi, tapi perlu secara aktif dipromosikan 
secara kontinyu. 
Dalam Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah : 282  
 ۡىَُكُ ۡٛ َّت ُةتَۡكٛۡن َٔ  ُُُُِٕۚثتۡكَٱف ٗ ًّّٗ َس ُّي ٖمََجأ َٰٓ َٰٗ َنِإ ٍ ۡٚ َذِت ُىتَُٚاََذت اَرِإ ْا َٰٕٓ َُُياَء ٍَ ِٚزَّنٱ َآَُّٚأ
َٰٓ ََٰٚ ُِۚلۡذَعۡنِٱت ُُِۢةتاَك
 ُّقَحۡنٱ ِّ ۡٛ َهَع ِ٘زَّنٱ ِِمه ًۡ ُٛۡن َٔ  ُۡةتَۡكَٛۡهف ُُۚ َّللَّٱ ُّ ًَ َّهَع ا ًَ َك َُةتَۡكٚ ٌَأ ٌِةتاَك َبَۡأٚ َلَ َٔ  ۥُ َّّتَس َ َّللَّٱ ِقََّتٛۡن َٔ
 َٛۡش ُّ ُۡ ِي ۡسَخَۡثٚ َلَ َّٔٗ َّم ًِ ُٚ ٌَأ  َُِٛيتَۡسٚ َلَ ۡٔ َأ ا يِٛعَع ۡٔ َأ ا ِٓٛيَس ُّقَحۡنٱ ِّ ۡٛ َهَع ِ٘زَّنٱ ٌَ اَك ٌَِنف ُۚا
 ۡىَّن ٌَِنف ۡۖۡىُكِناَج ِّس ٍِي ٍِ ۡٚ َذٛ ِٓ َش ْأُذِٓ َۡشتۡسٱ َٔ  ُِۚلۡذَعۡنِٱت ۥُ ُِّّٛن َٔ  ۡمِه ًۡ َُٛۡهف َٕ ُْ  ٞمُجََشف ٍِ ۡٛ َهُجَس َا َُٕكٚ
 َلَ َٔ  
َُٰٖۚ َشُۡخۡلۡٱ ا ًَ ُٓ َٰىَذِۡحإ َش ِّكَُزَتف ا ًَ ُٓ َٰىَذِۡحإ َّمَِضت ٌَأ ِءَٰٓاََذٓ ُّشنٱ ٍَ ِي ٌَ ٕۡ َعَۡشت ًٍَّ ِي ٌِ َاَتأَشۡيٱ َٔ
 َۡست َلَ َٔ  
ُۚ
ْإُعُد اَي اَِرإ ُءَٰٓاََذٓ ُّشنٱ َبَۡأَٚ َنِإ ا  شِٛثَك ۡٔ َأ ا  شِٛيَغ ُُُِٕثتَۡكت ٌَأ ْا َٰٕٓ ًُ ُطَسَۡقأ ۡىُكِن
ََٰر ُۦِّۚ ِهََجأ َٰٓ َٰٗ
َآَ ُٔشُِٚذت ّٗجَشِعاَح  جَش ََِٰجت ٌَ َُٕكت ٌَأ َٰٓ َّلَِإ ْا َٰٕٓ ُتَاتَۡشت ََّلَأ َٰٓ َٰٗ َ َۡدأ َٔ  ِجَذ ََٰٓ َّشهِن ُو َٕ َۡقأ َٔ  ِ َّللَّٱ َذُِع  ۡىَُكُ ۡٛ َت
 ُُۚۡىتَۡعَٚاَثت اَِرإ ْا َٰٔٓ ُذ ِٓ َۡشأ َٔ  َۗإُُْثتَۡكت ََّلَأ ٌحَاُُج ۡىُك ۡٛ َهَع َس ۡٛ ََهف  ٌِإ َٔ  
ُۚٞذٛ ِٓ َش َلَ َٔ  ِٞةتاَك َّسَٰٓاَُضٚ َلَ َٔ
 ٞىِٛهَع ٍء ۡٙ َش ِّمُِكت ُ َّللَّٱ َٔ  ُۗ َّللَّٱ ُىُك ًُ ِّهَُعٚ َٔ  َۡۖ َّللَّٱ ْإُقَّتٱ َٔ  ۗۡىُكِت 
ُُۢقُُٕسف ۥُ َََِّّنف ْإُهَعَۡيت٧٨٧  
 
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 




penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 
dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang 
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia 
sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan 
dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang 
lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki 
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika 
seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu 
enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu 
jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 
membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan 
persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 
mu´amalahmu itu), kecuali jika mu´amalah itu perdagangan tunai yang kamu 
jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 
menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah 
penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), 
maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan 
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu. 
Dalam ayat tersebut memberikan panduan mencatat suatu transaksi secara akrual 
basis, terlebih lafaz „faaktubuh‟ diartikan dengan „bukukanlah‟. Dalam bahasa 
akuntansi „membukukan‟ berarti mengakui sebagai pendapatan. Metode akrual basis 
ini juga seperti yang pernah dilakukan semasa Khalilfah „Utsman bin „Affan, di mana 
piutang (yang belum diterima kreditur) dapat diperhitungkan sebagai objek zakat. 
Sebagian fuqaha menyetujui cara ini sebagai langkah ihtiyaath (berhati-hati) dan 
tazkiyyah (penyucian harta). Prinsip accrual basis ini semakin mendapat argumen 
ketika kita mengamati bahwa pihak yang diperintah (mukhatab) oleh Q.S. Al Baqarah 
ayat 2:282 ini adalah pihak kreditur dan debitur. Dari perspektif akuntansi hal ini 




Dengan accrual basis, setiap transaksi dan peristiwa diakui pada saat terjadi, 
di catat dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan, 
transaksi tersebut tidak selalu ditandai dengan aliran kas masuk atau keluar. Accrual 
basis ini bertujuan mengkaitkan secara langsung dan bersamaan antara pendapatan 
dan beban yang timbul untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dengan demikian 
semua pihak dapat mengetahui kemampuan keuangan secara jelas dan transparan, 
dari sisi kewajiban penerapan accrual basis akan berdampak mendorong instansi 
pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam  memperoleh kewajiban yang akan 
jatuh tempo dimasa yang akan datang, dan semua informasi tersebut akan tersaji 
dalam laporan keuangan. 
D. Good Governance 
Pemerintah daerah yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah, akan 
tercermin pada pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Konsep good 
governance sudah lama menjadi perbincangan di Indonesia. Bersatu dan bertekad 
untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik atau amanah (good governance) yang 
merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk memenuhi aspirasi masyarakat 
dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Sehubungan dengan hal 
tersebut, telah dilakukan berbagai upaya yaitu dengan ditetapkannya Tap. MPR RI 
No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 




Menurut Sadjijono (2007) good governance merupakan kegiatan suatu 
lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang 
berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara. Sedangkan, menurut Lembaga 
Administrasi Negara  LAN (2000) adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan 
negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga 
kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta 
dan masyarakat (state, private sector and society). Oleh karena itu good governance 
meliputi penataan hubungan antara lembaga-lembaga tinggi negara, antar lembaga 
pemerintah, termasuk juga hubungannya dengan masyarakat sebagai pihak yang 
memiliki kedaulatan dalam suatu negara demokrasi. Good governance juga dapat 
diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat 
diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab (accountable) pada publiknya. 
Good governance adalah  penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan 
bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergiaan interaksi 
yang konstruktif diantara domain-domain (Osborne dan Geabler, 1992; Lundqvist, 
2001). 
Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, 
sosial, budaya, hukum dan keamanan yang kondusif. Ratnasari (2010) menyatakan 
bahwa konsep good governance diharapkan memberikan kepercayaan terhadap 
manajemen dalam pengelolahan kekayaan pemilik, sehingga pemilik lebih yakin 
bahwa tidak ada kecurangan sehinngga dapat meminimumkan konflik keagenan. 




kata sifat good dalam governance bisa diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik 
atau positif. Letak sifat baik atau positif itu adalah manakala ada pengerahan sumber 
daya secara maksimal dari potensi yang dimiliki masing-masing aktor tersebut atas 
dasar kesadaran dan kesepakatan bersama terhadap visi yang ingin dicapai. 
Governance dikatakan memiliki sifat-sifat yang good, apabila memiliki ciri-ciri atau 
indikator-indikator tertentu. 
Good government governance bisa terwujud dengan adanya penguatan sistem 
dan kelembagaan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pengelolaan keuangan yang baik berdasarkan sistem akuntansi merupakan hal 
prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Akhirnya dalam mewujudkan 
good government governance pada pemerintah daerah, maka akan memberikan 
manfaat pada pemerintah daerah. Pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 
Oleh karena itu seluruh pegawai instansi pemerintah pada setiap level dan dinas akan 
berusaha menyumbangkan segenap kemampuannya untuk kepentingan pemerintah 
dan bukan atas dasar mencari keuntungan secara pribadi, dan atau kelompok. Dengan 
demikian tidak terjadi pemborosan diakibatkan penggunaan sumber daya yang 
dipergunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang tidak sejalan dengan 
kepentingan pemerintah daerah. Setiap pegawai instansi pemerintah yang 
menyumbangkan seluruh kemampuannya didasari kepercayaan bahwa kepala daerah 
juga melakukan hal sama bagi mereka, yaitu bersikap adil dalam pemberian 
penghargaan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemerintah. Kedua, 




pemerintah, baik sebagai investor, pemasok, pelanggan, kreditor, maupun masyarakat 
umum. Bagi investor dan kreditor penerapan good governance bagi mitranya adalah 
suatu hal yang mutlak untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 
yang berkaitan dengan pelepasan dana investasi maupun kreditnya. Dengan 
terwujudnya prinsip good governance, maka baik investor maupun kreditor akan 
merasa lebih aman karena pemerintah dijalankan dengan prinsip yang mengutamakan 
kepentingan semua pihak, dan bukan pihak tertentu saja. Sejalan dengan iklim 
globalisasi yang kita rasakan saat ini, dimana daerah wajib mampu mengintegrasi dan 
bersaing dalam skala internasional tidak dapat dihindari lagi, yang berarti bahwa 
aspek good governance menjadi salah satu prasayarat mutlak layak operasi dan 
mutlak layak investasi bagi kalangan investor baik domestik maupun manca negara. 
Ketiga, menjaga kelangsungan pemerintahan daerah. Dengan menjalankan prinsip-
prinsip seperti: keadilan, transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas, maka 
kelangsungan pemerintahan dapat dijamin. Dengan prinsip keadilan tidak ada pihak 
yang istimewa dan tidak istimewa, karena apabila pemerintahan dijalankan dengan 
tidak adil maka akan menimbulkan pertentangan antara pihak yang berkepentingan 
dengan pemerintahan sehingga dapat mengancam kewibawaan pemerintah daerah. 
Prinsip transparansi akan memudahkan semua pihak yang berkepentingan terhadap 
pemerintah. Keempat, dapat mengukur target kinerja pemerintah daerah. Dengan 
berpedoman pada prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas, 
maka target kinerja pemerintah dapat lebih diukur dibandingkan dengan bila 




hal ini pemerintah lebih terarah mencapai sasaran-sasaran yang telah diprogram, dan 
tidak disibukkan dengan hal-hal yang tidak menjadi sasaran pencapaian kinerja 
pemerintah. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip 
kepemerintahan yang baik terdiri atas: 
Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan 
agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya 
terjangkau. 
1. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam 
segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 
2. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan 
masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjadi kemudahan di dalam 
memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 
3. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur 
yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana 
dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin. 
4. Demokrasi dan partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak 
dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang 





5. Efisiensi dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap 
masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan 
bertanggung jawab. 
6. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan 
adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, 
menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam 
masyarakat.  
Namun, keadaan saat ini menunjukkan bahwa hal tersebut masih sangat jauh 
dari harapan. Kepentingan politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar 
kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah 
yang membuat pemerintahan yang baik masih belum dapat tercapai. 
E. Penerapan accrual basis dalam  Mewujudkan Good Governance Financial 
Statement 
Implementasi sistem akuntansi pemerintahan sangat erat keterkaitannya 
dengan 4 prinsip good government governance yaitu : keadilan,tranparansi, 
tanggunggugat, dan tanggungjawab. Akuntansi pada hakekatnya adalah proses 
pencatatan secara sistematis atas transaksi keuangan yang bermuara pada pelaporan 
untuk dapat dimanfaatkan oleh para pemakai untuk berbagai kebutuhan. keadilan, 
transparansi, dan akuntabilitas serta tanggungjawab akan semakin membaik apabila 
didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang tepat waktu 




Akuntansi sektor publik juga memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi 
reformasi di Indonesia maupun di daerah saat ini. Kita ketahui bersama bangsa kita 
saat ini tengah melakukan serangkaian reformasi pada seluruh aspek dan khususnya 
reformasi pada tatanan pemerintahan. Reformasi sektor publik jika diderivasikan 
akan mengharuskan adanya reformasi pada sisi akuntansi pemerintahan dan auditing 
pemerintahan. Jika keduanya tidak dilaksanakan maka reformasi yang digulirkan 
pada sektor publik boleh jadi hanya merupakan isapan jempol belaka. Akuntansi 
pemerintahan yang berbasis akrual memainkan peranan penting dalam pencapaian 
tata kelola pemerintahan yang baik karena dengan akuntansi berbasis akrual 
pengawasan kinerja pada program-program dan proyekproyek yang dilaksanakan 
oleh pemerintah dan juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menjadi 
alat yang memenuhi amanat desentralisasi institusi pemerintahan (Guthrie, 1998; 
Olson, Guthrie & Humphrey, 1998; Pallot, 1992). 
Selanjutnya, bentuk penerapan good government governance dalam akuntansi 
pemerintahan guna menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang informatif, tepat 
waktu serta dapat diandalkan adalah dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah 
(PP) nomor 24 tahun 2005 dan direvisi dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 
tentang Standar Akuntansi Pemerintah Akrual sebagai acuan dalam menyusun 
laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya standar ini, maka Laporan Keuangan 
Pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan 
sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan stakeholder sehingga tercipta 




berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan negara/daerah. Dengan 
ditetapkannya Standar Akuntansi Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan 
transparansidan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah untuk dapat 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 
Dalam pernyataan konsep GASB No.1 dikatakan bahwa “akuntabilitas 
pemerintah adalah berdasarkan keyakinan bahwa masyarakat memiliki hak untuk 
mengetahui, hak untuk secara terbuka mengungkapkan fakta-fakta yang dapat saja 
diperdebatkan di publik oleh rakyat dan perwakilan mereka. Pelaporan keuangan 
memainkan peranan yang penting dalam memenuhi kewajiban pemerintah untuk 
menjadi pemerintah yang akuntabel dalam masyarakat yang demokratis”. Sistem 
akuntansi pemerintahan yang handal yaitu sistem akuntansi yang mampu 
menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, transparan, dapat diukur, dicatat, 
dilaporkan secara terbuka dan mampu dipertanggungjawabkan kepada publik 
merupakan hal yang mutlak untuk menuju good governance. 
Dengan disusunnya Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dimana 
dengan adanya laporan keuangan pemerintah yang lengkap (Neraca, Laporan 
Operasional, Laporan Arus kas, Laporan Perubahan Ekuitas) laporan keuangan 
pemerintah menjadi lebih informatif, dan dapat diandalkan sehingga rakyat dapat 
menilai kinerja pemerintah. Laporan keuangan pemerintah yang informatif, 
akuntabel, adil dan transparan akan berdampak pada pengambilan keputusan 
pemerintah yang bijaksana dan semata-mata untuk kemakmuran bangsa Indonesia 




standardisasi pelaporan keuangan pemerintah dapat tercipta sehingga stakeholder 
dapat mengambil keputusan yang tepat dengan dasar informasi yang disajikan 
didalam laporan keuangan pemerintah tersebut. Peranan pelaporan keuangan yang 
biasanya dipandang sebagai administrasi pemerintahan saja telah berubah sebagai 
laporan keuangan yang selayaknya yang mencerminkan semua aktivitas negara dan 
memperlihatkan posisi keuangan negara dan kekayaan negara, serta 
mempertanggungjawabkan semua dana yang telah diterima pemerintah dari 
masyaraka (Meliala,dkk 2007).  
F. Rerangka Pikir 
Penelitian ini menganalisis laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sinjai 
untuk menemukan bagaimana mekanisme pencatatan laporan keuangan. Dari uraian 
ini dijelaskan bahwa laporan keuangan dapat bermanfaat dan memberikan informasi 
ketika laporan keuangan itu di buat sesuai dengan standar yang berlaku. Sebagaimana 
dalam teori menjelaskan bahwa kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut 
kamus bahasa Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah 
atau aturan dan disiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh 
pada ajaran atau peraturan. Seseorang individu cenderung mematuhi hukum yang 
mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka.  
Teori kepatuhan diterapkan pada Kantor Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam 
melakukan pencatatan dan pelaporan keuangannya harus merujuk pada regulasi yang 
ada, dengan tertibnya atau patuhnya aparat Pemerintah Kabupaten Sinjai pada 




mewujudkan pencatatan yang sesuai Standar Akuntansi Keuangan. Secara sederhana, 



















































A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian kualitatif. 
Yusuf (2014) penelitian kualitatif mencari makna, pemahaman, pengertian, tentang 
suatu fenomena, kejadian, maupun, kehidupan manusia dengan terlibat langsung, atau 
tidak langsung dalam setting yang diteliti, kontekstual dan menyeluruh. Basrowi & 
Suwandi (2008) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif merupakan penelitian 
yang terlibat dalam situasi dan setting fenomena yang diteliti, penelitian kualitatif 
selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian merupakan sesuatu yang 
untuk, berbeda dengan yang lain karena perbedaan konteks. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan di Jl. Tanassang, Kel. Alehanuae, Kec. Sinjai 
Utara, Kab. Sinjai. Objek penelitian adalah penelitian ini dilakukan pada Kantor 
Pemerintah Kabupaten Sinjai. Waktu Penelitian dilaksanakan kurang lebih 2 bulan.  
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian 
ini akan menafsirkan atau menguraikan data tentang fenomena yang sedang terjadi, 
sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara 





yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi serta digunakan dengan tujuan 
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek/objek penelitian 
misalnya perilaku, persepsi, motivasi,tindakan dan lain sebagainnya secara holistik 
dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Emzir (2010) 
penelitian kualitatif deskriptif adalah data yang dikumpulkan lebih dalam bentuk 
kata-kata atau dalam bentuk gambar dari pada angka. Dalam penelitian ini akan 
dideskripsikan bagaimana pencatatan laporan keuangan dalam rangka meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dan berkepentingan untuk meningkatkan kualitas 
laporan keuangan demi menciptakankan good governance financial statment. 
C.  Jenis dan Sumber Data 
Data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer 
lebih mengacu pada informasi yang diperoleh langsung dari pengamatan objek yang 
diteliti. Adapun data primer adalah informasi yang diperoleh melalui wawancara 
dengan informan yang telah ditentukan yaitu Kepala bagian Keuangan dan 
Bendahara. Sedangkan, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber 
yang telah ada atau dengan kata lain data diperoleh secara tidak langsung melainkan 
melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Adapun data 
sekunder yang digunakan adalah laporan tahunan. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Metode Pengumpulan Data yang dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah: 




Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti 
dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 
mendalam. Tehnik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri 
sendiri atau self-report atau setidak–tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan 
pribadi. Untuk wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan informan 
secara terpisah di lingkungannya masing-masing. Wawancara dilakukan dengan 
informan yang dianggap berkompeten dan mewakili.  
2.Studi Pustaka  
Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan referensi 
dari buku, jurnal dan makalah untuk mendapatkan konsep dan data-data yang relevan 
dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian.  
3.Studi Dokumentasi  
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Misalnya 
web perusahaan, laporan keuangan, gambar perusahaan, dan lain–lain. Informasi data 
yang diperlukan dalam penelitian ini juga kami peroleh dari studi dokumentasi. 
Sebelum penelitian lapangan, peneliti telah melakukan telaah terhadap buku 
literature, majalah, jurnal, artikel baik yang tersedi dalam media on-line  (intrnet) 
maupun yang ada dalam perpustakaan. 




Selain melalui studi pustaka, peneliti juga menggunakan internet sebagai 
bahan acuan atau referensi dalam menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti. 
E. Instrumen penelitian  
Instrument penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam 
maupun sosial yang diamati. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti 
dalam melakukan penelitian yaitu:  
1. Handphone  
2.  Kamera dan  
3.  Alat tulis 
4. Daftar pertanyaan 
G.  Teknik Pengolaan Data dan Analisis Data 
Teknik pengelolaan data dilakukan setelah data diperoleh dari hasil 
wawancara dan dokumentasi yang membantu dalam pengelolaan data tersebut. 
Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis wawancara dan dan dokumen 
sebagai media komunikasi untuk memahami informasi yang disajikan.Analisis data 
dalam hal ini mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles 
dan Huberman (1984) dengan tiga tahap: 
1. Pengumpulan Data  
Data yang diperoleh dari hasil wawancara, orservasi, dan dokumentasi dicatat 




Catatan deskriktif catatan alami tentang apa yang dilihat apa yang dilihat, dan 
dialami sendiri oleh peneliti. Sedangkan catatan reflektif yang berisi kesan, 
komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai. 
2. Reduksi Data 
Selanjutnya dibuat reduksi data guna memilih data yang relevan dan bermakna, 
memfokuskan dan mengarahkan untuk memecahkan masalah, penemuan 
,pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan peneliti. Pada reduksi data hanya 
temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan peneliti. Data 
yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan. 
3. Penyajian Data 
Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat 
menggambarkan keadaan yang terjadi. Tahap deskriptif dimulai dengan 
mengidentifikasi data dari hasil reduksi data yang dilakukan sebelumnya, 
selanjutnya mengevaluasi laporan keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten 
Sinjai diawali dengan analisis komparatif terhadap objek penelitian dengan 
konsep pembanding dalam hal kebijakan akuntansi. 
H.  Pengujian Keabsahan Data 
Data penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data untuk mendapatkan nilai 
kebenaran terhadap penelitian disebut juga dengan uji kredibilitas (credibility). Uji 
kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat 
dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan 




dan membercheck.  Keabsahan data adalah kegiatan yang dilakukan agar hasil 
penelitian dapat dipertanggungjawabkan dari segala sisi. Uji keabsahan data dalam 
penelitian kualitatif meliputi uji creadibility (validitas internal), transferability 
(validitas external), dependability (reabilitas), dan (confirmability) objektifitas 
(Emzir, 2010). Namun dalam penelitian ini hanya digunakan dua pengujian yang 
sesuai, yaitu uji creadibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal). 
1. Uji Credibility (validitas internal) 
Uji validitas internal dilaksanakan untuk memenuhi nilai kebenaran dari data 
dan informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh 
semua pembaca secara kritis. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data 
hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan 
pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, penggunaan bahan 
referensi, dan diskusi dengan teman sejawat sebagai berikut: 
a. Triangulasi Sumber data 
Teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain 
diluar data yang terkumpul untuk keperluan pengecekan atau sebagai 
pembanding terhadap data-data tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan 
berbagai sumber data dan teori dalam menghasilkan data dan informasi yang 
akurat, maka cara yang tepat digunakan adalah dengan menggunakan metode 
triangulasi. Triangulasi sendiri menurut Denkin dalam Rahardjo (2010) adalah 
gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji 




Menurut Denkin dalam Rahardjo (2010), triangulasi meliputi empat hal yaitu 
triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber, dan trigulasi 
teori. Namun peneliti hanya menggunakan dua dari empat jenis trigulasi untuk 
menyalaraskan penelitian ini, yaitu: 
Triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu 
melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui 
wawancara dengan informan, peneliti juga mengunakan sumber data pendukung 
lainnya seperti dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan 
atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan 
menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan 
pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. 
Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk 
memperoleh kebenaran handal.  
Triangulasi Teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah 
rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya 
dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias 
individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, 
triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti 
mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data 
yang telah diperoleh. 




Peneliti menggunakan alat pendukung yang digunakan untuk memperoleh data 
sehingga dapat membuktikan data penelitian berupa instrumen penelitian. 
 
c. Diskusi 
Yakni diskusi yang dilakukan dengan orang yang kompeten pada bidangnya dan 
mampu memberikan masukan ataupun sanggahan sehingga memperoleh 
kemantapan terhadap hasil penelitian. Teknik ini digunakan agar peneliti dapat 
mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran serta memberikan kesempatan 
awal yang baik untuk memulai menjejaki dan mendiskusikan hasil penelitian 
dengan orang yang dianggap kompeten. 
2. Uji  Transferability (Validitas Eksternal) 
Keabsahan ekternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat 
digeneralisasikan pada kasus lain. Walaupun dalam penelitian kualitatif memiliki 
sifat tidak ada kesimpulan yang pasti, akan tetapi dapat dikatakan memiliki 
keabsahan ekternal terhadap kasus-kasus lain selama kasus tersebut memiliki 
skonteks yang sama. Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian ini untuk 
selanjutnya dapat diterapkan, maka pembuatan laporan ini akan dibuat  secara rinci, 
jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Sehingga memiliki kemungkinan untuk 
menerapkan hasil penelitian tersebut. Dengan demikian, maka  hasil penelitian 
menjadi lebih jelas, sehingga dapat memutuskan bisa atau tidaknya untuk 
mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. Bila pembaca laporan 















HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokai Penelitian 
1. Sejarah Kabupaten Sinjai 
Kabupaten Sinjai mempunyai nilai histories tersendiri, dibanding dengan 
kabupaten-kabupaten lain di Propinsi Sulawesi Selatan. Dulu terdiri dari beberapa 
kerajaan-kerajaan, seperti kerajaan yang tergabung dalam federasi Tellu Limpoe dan 
Kerajaan – kerajaan yang tergabung dalam federasi Pitu Limpoe. Tellu limpoe terdiri 
dari kerajaan-kerajaan yang berada dekat pesisir pantai yakni Kerajaan  yakni 
Tondong, Bulo-bulo dan Lamatti, serta Pitu Limpoe adalah kerajaan-kerajaan yang 
berada di daratan tinggi yakni Kerajaan Turungen, Manimpahoi, Terasa, Pao, Manipi, 
Suka dan Bala Suka. Watak dan karakter masyarakat tercermin dari sistem 
pemerintahan demokratis dan berkedaulatan rakyat. Komunikasi politik di antara 
kerajaan-kerajaan dibangun melalui landasan tatanan kesopanan yakni Sipakatau 
yaitu Saling menghormati, serta menjunjung tinggi nilai-nilai konsep “Sirui Menre‟ 
Tessirui No‟ yakni Saling menarik ke atas, pantang saling menarik ke bawah, mallilu 
sipakainge yang bermakna bila khilaf saling mengingatkan. Sekalipun dari ketiga 
kerajaan tersebut tergabung ke dalam Persekutuan Kerajaan Tellu Limpo‟E namun 
pelaksanana roda pemerintahan tetap berjalan pada wilayahnya masing-masing tanpa 
ada pertentangan dan peperangan yang terjadi diantara mereka. Bila ditelusuri 





nampaklah dengan jelas bahwa ia terjalin dengan erat oleh tali kekeluargaan yang 
dalam Bahasa Bugis disebut SIJAI artinya sama jahitannya. 
Hal ini diperjelas dengan adanya gagasan dari LAMASSIAJENG Raja 
Lamatti X untuk memperkokoh bersatunya antara kerajaan Bulo-Bulo dan Lamatti 
dengan ungkapannya “PASIJA SINGKERUNNA LAMATI BULO-BULO” artinya 
satukan keyakinan Lamatti dengan Bulo-Bulo, sehingga setelah meninggal dunia 
beliau digelar dengan PUANTA MATINROE RISIJAINA. Eksistensi dan identitas 
kerajaan-kerajaan yang ada di Kabupaten Sinjai di masa lalu semakin jelas dengan 
didirikannya Benteng pada tahun 1557. Benteng ini dikenal dengan nama Benteng 
Balangnipa, sebab didirikan di Balangnipa yang sekarang menjadi Ibukota Kabupaten 
Sinjai. Disamping itu, benteng ini pun dikenal dengan nama Benteng Tellulimpoe, 
karena didirikan secara bersama-sama oleh 3 (tiga) kerajaan yakni Lamatti, Bulo-
bulo, dan Tondong  lalu dipugar oleh Belanda melalui perang Manggarabombang. 
Agresi Belanda tahun 1859 – 1561 terjadi pertempuran yang hebat sehingga 
dalam sejarah dikenal nama Rumpa‟na Manggarabombang atau perang 
Mangarabombang, dan tahun 1559 Benteng Balangnipa jatuh ke tangan belanda. 
Tahun 1636  orang Belanda mulai datang ke daerah Sinjai. Kerajaan-kerajaan di 
Sinjai menentang keras upaya Belanda untuk mengadu domba menentang keras 
upaya Belanda unntuk memecah belah persatuan kerajaan-kerajaan yang ada di 
sulawesi Selatan. Hal ini mencapai puncaknya dengan terjadinya  peristiwa 
pembunuhan terhadap orang-orang Belanda yang mencoba membujuk Kerajaan 




1639. Hal ini disebabkan oleh rakyat Sinjai tetap perpegan teguh pada PERJANJIAN 
TOPEKKONG. Tahun 1824 Gubernur Jenderal Hindia Belanda VAN DER 
CAPELLAN datang dari Batavia untuk membujuk I CELLA ARUNG Bulo-Bulo 
XXI agar menerima perjanjian Bongaya dan mengisinkan Belanda Mendirikan Loji 
atau Kantor Dagang di Lappa tetapi ditolah dengan tegas. Tahun 1861  berdasarkan 
Surat Keputusan Gubernur Sulawesi dan Daerah, takluknya wilayah Tellulimpoe 
Sinjai dijadikan satu wilayah pemerintahan dengan sebutan Goster Districten. 
Tanggal 24 pebruari 1940, Gubernur Grote Gost menetapkan pembangian 
administratif untuk daerah timur termasuk residensi Celebes, dimana Sinjai bersama-
sama  beberapa kabupaten lainnya berstatus sebagai Onther Afdeling Sinnai terdiri 
dari beberapa adats Gemenchap, yaitu Cost Bulo-bulo, Tondong, Manimpahoi, 
Lamatti West, Bulo-bulo, Manipi dan Turungeng. Pada masa pendudukan Jepang, 
struktur pemerintahan dan namanya ditata sesuai dengaan  kebutuhan Bala Tentara 
Jepang yang bermarkas di Gojeng. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945 yakni 
tanggal 20 Oktober 1959 Sinjai resmi menjadi sebuah kabupaten berdasarkan 
Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959. Dan pada tanggal 17 Pebruari 1960 
Abdul Latief dilantik menjadi Kepala Daerah Tingak II Sinjai yang Pertama. Hingga 
saat ini Kabupaten Sinjai telah dinahkodai oleh 8 (delapan) orang putra terbaik dan 
saat ini Kabupaten Sinjai dipimpin oleh Bapak H. Sabirin Yahya, S.Sos.  
Kabupaten sinjai adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi 
Selatan, Indonesia dan ibu kota Kabupaten ini terletak di balangnipa. Kabupaten 




ibukotanya Sinjai. Berada pada posisi 50 19‟ 30” sampai 50 35‟ 47” Lintang Selatan 
dan 1190 48‟ 30” sampai 1200 0‟ 0” Bujur Timur. Disebelah utara berbatasan dengan 
kabupaten Bone, di sebelah Timur dengan Teluk Bone, di sebelah Selatan Kabupaten 
Bulukumba dan sebelah Barat Kabupaen Gowa. Luas wilayah Daratan Kabupaten 
Sinjai adalah 819,96 km2 dan Kabupaten Sinjai memiliki Pantai sepanjang 28 k, yang 
terdiri atas wilayah pantai dataran panjang 17 km dan wilayah kepulauan dengan 
panjang garis 11 km. Secara administratif, wilayah Kabupaten Sinjai mencakup 9 
(Sembilan) kecamatan, 13 kelurahan dan 67 desa, yaitu: 
a. Kecamatan Sinjai Utara, 5 kelurahan 
b. Kecamatan Sinjai Timur, 1 kelurahan dan 12 desa 
c. Kecamatan Sinjai tengah, 1 kelurahan dan 10 desa 
d. Kecamatan Sinjai Barat, 1 kelurahan dan 8 desa 
e. Kecamatan Sinjai Selatan, 1 kelurahan dan 10 desa 
f. Kecamatan Sinjai Borong, 1 keluran dan 7 desa 
g. Kecamatan Bulupoddo, 7 desa 
h. Kecamatan Tellu Limpoe, 1 kelurahan dan 10 desa 
i. Kecamatan Pulau Sembilan, 4 desa yang merupakan wilayah kepulauan 
Kabupaten Sinjai secara geografis terdiri atas dataran rendah Kecamatan Sinjai Utara, 
Tellu Limpoe dan Sinjai Timur. Selanjutnya daerah dataran tinggi dimulai dari Sinjai 
Barat, Sinjai Tengah, Sinjai Selatan dan Sinjai Borong. Sedangkan kecamatan yang 





2. Struktur Organisasi 
Adapun struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai yaitu: 
1. Sekretariat Daerah 
a. Asisten Perekonomian  
1. Bagian Administrasi perekonomian dan sumber daya alam 
a) sub bagian perumusan kebijakan bidang perekonomian dan sumber 
daya alam 
b) subbagian evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan sumber 
daya alam 
c) subbagian koordinasi pelaksanaan tugas bidang perekonomian dn 
sumber daya alam 
2. Bagian Administrasi pembangunan 
a) subbagian perumusan kebijakan bidang pembangunan 
b) subbagian perencanaan dan pelaporan 
c) subbagian pengendalian dan evaluasi program 
3. Bagian layanan pengadaan barang dan jasa 
a) subbagian perencanaan dan pembinaan 
b) subbagian evaluasi dan pelaporan 
c) subbagian pengadaan barang dan jasa 
b. Asisten pemerintahan dan kesejahteraan sosial 
1. Bagian hubungan masyarakat dan protokol 




b) subbagian protokol dan dokumentasi 
c) subbagian analisa media dan pendapat umum 
2. Bagian administrasi pemerintah 
a) subbagian perumusan dan evaluasi kebijakan bidang pemerintah 
b) subbagian pemerintahan umum dan perangkat kewilayaan 
c) subbagian koordinasi pelaksanaan tugas bidang pemerintah 
3. Bagian administrasi kesejahteraan rakyat 
a) subbagian perumusan kebijakan bidang kesra 
b) sub bagian pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang kesra 
c) sub bagian koordinasi pelaksanaan tugas bidang kesra 
c. Asisten administrasi umum 
1. Bagian umum dan perlengkapan 
a) sub bagian tata usaha sekretariat daerah 
b) sub bagian perlengkapan da aset sekretariat daerah 
c) Subbagian rumah tangga 
2. Bagian umum dan perundang-undangan 
a) sub bagian peraturan perundang-undangan 
b) sub bagian bantuan hukum dan HAM 
c) sub bagian dokumentasi hukum 
3. Bagian organisasi dan pendayangunaan aparatur 
a) subbagian analisis jabatan dan kelembagaan 




c) subbagian pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi 
4. Bagian keuangan 
a) sub bagian keuangan 
b) subbagian akuntansi 
c) Sub bagian verivikasi dan perbendaharaan 
3. Visi dan Misi  
Berdasarkan kondisi riil saat ini dan dengan mempertimbangkan hasil analisis 
lingkungan strategis, serta harapan untuk melakukan perubahan di masa yang akan 
datang, maka Bupati dan Wakil Bupati Sinjai menetapkan visi dan misi : 
a. Visi 
Terwujudnya Sinjai Bersatu yang sejahtera, unggul dalam kualitas hidup, 
terdepan dalam pelayanan publik. 
1. Sinjai Bersatu yang sejahtera adalah dengan semangat persatuan dan 
keputusan serta kebersamaan membangun kebutuhan dasar dengan tingkat 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pemanfaatan daerah yang 
berwawasan lingkungan; 
2. Unggul dalam kualitas hidup adalah masyarakat Sinjai terdepan dalam 
pendidikan, kesehatan dan rukun dalam hidup beragama serta rukun dan 
damai dalam berbagai aspek kehidupan; 
3. Terdepan dalam pelayanan publik adalah masyarakat Sinjai mendapatkan 




yang handal, manajemen tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelayanan 
dari aparatur yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; 
b. Misi 
1. Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan 
ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan. 
2. Meningkatkan sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan. 
3. Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional, kepemimpinan yang 
profesional, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang 
berkualitas. 
Sinjai Bersatu merupakan motto Kabupaten Sinjai. Motto ini memiliki makna yang 
merupakn harapan tekad serta keinginan masyarakat Sinjai. Motto ini juga 
menggambarkan keinginan kabupaten Sinjai untuk membangun dan 
mempertahankan kebersamaan, persatuan dan kesatuan serta sebagai sumber 
inspirasi dan motivasi  dalam pembangunan daerah pada berbagai aspeknya. 
4. Lokasi Penelitian 
Kantor Bupati Kabupaten Sinjai pun beralamat di Lingkungan Tanassang, 







B. Hasil Penelitian  
1. Penerapan Accrual Basis dalam Pencatatan Laporan Keuangan  Pemerintah 
Kabupaten Sinjai. 
Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan 
kepada pihak-pihak korporasi. Menurut Warren (2006) laporan keuangan adalah 
laporan akuntansi yang dapat menghasilkan informasi mengenai transaksi yang 
dicatat dan diikthisarkan yang disiapkan bagi para pemakainya. Laporan keuangan 
bagi instansi pemerintah tentulah sangat penting, mengingat peran yang dimiliki 
laporan keuangan ini sebagai wadah atau sarana pengambilan keputusan. Adapun 
karakteristik laporan keuangan yang merupakan ciri khas dalam membuat informasi 
dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik 
kualitatif pokok yaitu : 
a. Dapat Dipahami : informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat 
dipahmi peserta dan bentuk serta istilahnya disesuaikan dengan batas para 
pengguna.  
b. Relevan : laporan keuangan dianggap jika informasi yang disajikan 
didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna. 
c. Keandalan : informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 
menyesatkan dan kesalahan material. 
d. Dapat diperbandingkan informasi yang disajikan akan lebih berguna bila 




Laporan keuangan dalam suatu organisasi atau entitas merupakan suatu 
penyajian  terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. 
Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas 
penggunaan sumber  daya yang dipercayakan kepada mereka (Ikatan Akuntan 
Indonesia, 2009). Lahrirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan UndangUndang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan yang luas 
kepada pemerintah daerah baik itu Kabupaten maupun Kota, untuk mengurus rumah 
tangganya sendiri baik dalam bidang pembangunan, pemerintahan, dan 
kemasyarakatan (Mercy, 2013). 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip  akuntansi 
yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan  pemerintah. 
Standar Akuntansi Keuangan merupakan kerangka acuan dalam prosedur yang 
berkaitan dengan penyajian laporan keuangan (Bastian, 2010). Keberadaanya 
dibutuhkan untuk membentuk kesamaan prosedur dalam menjelaskan bagaimana 
laporan keuangan disusun dan disajikan, oleh karenanya ia sangat berarti dalam hal 
kesatuan bahasa dalam menganalisa laporan – laporan keuangan bagi perusahaan. Di 
Indonesia standar akuntansi keuangan tersebut dikenal dengan istilah Standar 
Akuntansi Keuangan (SAK). Standar akuntansi keuangan pada pemerintah kabupaten 
sinjai sebelumnya menggunakan cash basis. Cash basis merupakan basis akuntansi 
yang mengakui pengaruh transaksi da n peristiwa lainnya pada saat kas atau setara 




bidang akuntansi pada pemerintah dalam menyusun laporan keuangan,  sebagaimana 
dijelaskan oleh ibu Wahyuni Saleh sebagai Bendahara keuangan  Pemerintah 
Kabupaten Sinjai bahwa: 
“Metode pencatatan yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten sinjai yaitu Accrual Basis. Metode ini dipilih karena lebih rasional 
dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan pemerintahan secara riil dan 
dicatat sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat 
menyediakan informasi yang paling komfrehensif. Dengan metode pencatatan 
Accrual Basis, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah 
dan perubahannya, bagaimana pemerintah menandai kegiatannya sesuai 
dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas 
pemerintah yang sebenarnya” 
Penelitian yang dilakukan oleh Gupta (2009) menunjukkan hubungan positif dan 
signifikan dalam mengadopsi pengganggaran berbasis akrual bila dibanding dengan 
anggaran berbasis kas. Carnegie (2005) menyatakan bahwa perubahan standar 
akuntansi pemerintah sektor publik ke Accrual Basis dilatarbelakangi dengan 
tingginya peningkatan kebutuhan transparansi dan akuntabilitas pada instansi sektor 
publik terutama instansi pemerintah. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government governance), telah 
mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas 
publik. 
Menurut Jusup (2001), accrual basis yaitu akuntansi mengakui pengaruh 
transaksi pada saat transaksi tersebut terjadi atau dengan kata lain transaksi-transaksi 
akan dicatat dalam pembukuan sebagai pendapatan atau biaya, tanpa memandang 




wawancara dengan beberapa informan, menunjukkan bahwa aparat instansi pengelola 
laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Sinjai ditanyakan mengenai standar 
pemerintah berbasis akrual, mereka sudah tahu definisi accrual basis itu sendiri. 
Sebagaimana  yang dikatakan oleh Ibu Wahyuni Saleh sebagai Bendahara keuangan 
daerah Kabupaten Sinjai bahwa: 
“metode pencatatan Accrual Basis dalam pelaporan keuangan pada saat 
pembukuan berlangsung pendapatannya langsung dicatat setiap hari dan 
dibukukan tiap bulan.” 
 
Dari pandangan informan diatas terhadap pengertian accrual basis dapat dikatakan 
aparat instansi pengelola laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Sinjai telah 
mengetahui akuntansi pemerintah yang berbasis akrual itu seperti apa. Hal ini 
diperkuat dengan penjelasan yang dipaparkan oleh bapak Akmal selaku Kapala 
bagian Keuangan daerah kabupaten Sinjai mengatakan bahwa: 
“Akuntansi berbasis akrual itu kita langsung mengakui pendapatan pada saat  
APBD ditetapkan. Jadi pada saat APBD ditetapkan kita sudah akui.” 
 
Paparan dari pernyatan tersebut diketahui bahwa dengan penerapan Accrual Basis 
memberikan konrtibusi dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta 
meningkatkan alokasi sumber daya dengan menginformasikan besarnya biaya yang 
ditimbulkan dari suatu kebijakan dan transparansi dari keberhasilan suatu program. 
Menurut Ritonga (2010) bahwa, apabila Standar Akuntansi Pemerintahan 
menggunakan basis akrual, maka pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, 




atau kondisi lingkungan berpengaruh pada  keuangan pemerintah, tanpa 
memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.    
Berlakunya peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar 
akuntansi pemerintah berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem 
pelaporan keuangan di indonesia, yakni perubahan dari basis kas menjadi basis 
akrual. Perubahan basis tersebut telah diamanatkan oleh undang-undang keuangan 
negara yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penyaji laporan keuangan. 
sebagaimana di jelaskan oleh Bapak Akmal sebagai Kabag keuangan pemerintah 
Kabupaten Sinjai mengatankan bahwa: 
“Penerapan accrual basis sangatlah tepat jika digunakan di instansi 
pemerintah seperti halnya di instansi pemerintah daerah kabupaten Sinjai dan 
penerapan standar ini sangatlah membantu dalam menyajikan laporan 
keuangan dimana sangatlah jelas penyajiannya. penerapan Accrual Basis ini 
dimulai sejak tahun 2015.” 
 
Jadi penerapan Accrual Basis dinilai sangat sesuai dimana pencatatannya dicatat saat 
terjadinya transaksi dan juga menyediakan estimasi yang tepat atas pengaruh kebijakn 
pemerintah terhadap perekonomian secara makro dan menyediakan informasi yang 
handal. 
Menurut Fakhrurazi (2010) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya SAP 
adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan 
yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada stakeholders. Selain itu, dalam lingkup 
manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian 
atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Basis akuntansi yang pernah 




Perbedaan antara PP 71 dengan PP 24 tahun 2005 yang terkait dengan komponen 
laporan keuangan (Ratmono, 2015) sebagai berikut: 
Tabel 2. Perbedaan komponen laporan keuangan 
PP No 24 Tahun 2005 
(Basis Kas Menuju Akrual) 
PP No 71 Tahun 2010 
(Akrual Basis) 
 
 Laporan Realisasi 
Anggaran  
 Neraca 
 Laporan Arus Kas 








 Laporan Realisasi Anggaran  
 Laporan Perubahan Saldo 
Anggaran Lebih 
 Neraca 
 Laporan Arus Kas 
 Laporan Operasional 
 Laporan Perubahan Ekuitas  
 Catatan atas Laporan Keuangan  
 
 
Sebgaimana dijelaskan oleh ibu Wahyuni Saleh selaku bendahara keuangan 
pemerintah daerah kabupaten Sinjai bahwa: 
 “Perbedaan yang sangat singnifikan dalam metode pencatatan akuntansi 
pemerintah sebelumnya yaitu adanya Laporan Operasional (LO), laporan 
ini menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan 
transfer dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah seperti 
pendapatan, beban, dan transfer dalam satu periode. Dengan adanya laporan 
operasional, maka masyarakat dapat melihat kinerja pemerintah dalam 
laporan mengelola keuangan dalam setiap tahun pelaporan, dimana setiap 
transaksi pemerintah akan diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan 
keuangan pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan waktu kas 





Dampak positif dari penerapan accrual basis telah banyak diakui oleh para peneliti. 
Sebagaimana yang dilakukan oleh Deloitte (2004) yang menyebutkan bahwa 
akuntansi pemerintah berbasis akrual secara signifikan memberikan kontribusi dalam 
meningkatkan pengambilan keputusan melalui informasi keuangan yang akurat dan 
transparansi. Hal ini juga dikemukakan oleh bapak Akmal selaku Kapala bagian 
Keuagan Pemerintah kabupaten Sinjai bahwa: 
“Laporan keuangan yang disusun dengan metode pencatatan accrual basis 
akan mempermudah para pemakai untuk untuk membandingkan antara 
pemakai sumber daya, nilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari entitas 
pemerintah.” 
 
Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan penyajian 
laporan keuangan dengan menggunakan accrual basis baik dalam pengakuan 
pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Entitas 
pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, 
menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan tentang anggaran. Penentuan sisa perhitungan 
anggaran (lebih/kurang) untuk setiap priode tergantung pada selisih realisasi 
penerimaan pendapatan dan realisasi pembiayaan dengan seluruh belanja yang telah 
dibayar. Sementara itu, pendapatan dan beban selain kas seperti bantuan, hibah, dan 
sumbangan dalam bentuk barang dan jasa hanya disajikan sebagai informasi 





Menurut Astuti (2017), bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual 
terdapat 7 komponen laporan keuangan pokok yang harus dilaporkan seperti yang 
telah dibahas  sebelumnya. Masing-masing laporan dapat dijelaskan sebagai berikut:  
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan 
pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah 
pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan 
realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran terdiri 
dari pendapatan-LRA, belanja,  transfer, dan pembiayaan.  
b. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LSAL)   
Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau 
penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya. Laporan ini menginformasikan penggunaan dari sisa lebih 
pembiayaan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) atau sumber dana yang 
digunakan untuk menutup sisa kurang anggaran tahun lalu (SILKA), sehingga 
tersaji sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan dengan pos-pos 
sebagai berikut:   
1) Saldo Anggaran Lebih awal;  
2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;  
3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;  
4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;   




c.  Neraca   
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, 
kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca 
terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 
1) aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 
pemerintah sebagai akibat dari  peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh 
pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, 
termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa 
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena 
alasan sejarah dan budaya.  
2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 
pemerintah. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan 
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.  
d.  Laporan Operasional (LO)   
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah 
ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk 
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur 




1) Pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai 
kekayaan bersih.  
2) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai 
kekayaan bersih.  
3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh 
suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana 
perimbangan dan dana bagi hasil. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar 
biasa atau beban luar biasa yang terjadi karen kejadian atau transaksi yang 
bukan merupakan operasi biasa,tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan 
berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.  
e. Laporan Arus Kas   
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas 
operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, 
penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama 
periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari 
penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai 
berikut:  
1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum 
Negara/Daerah.  
2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara 
Umum Negara/Daerah.  




Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan 
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.  
g. Catatan Atas Laporan Keuangan   
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari 
angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, 
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus 
Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan 
akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang 
diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi 
Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan 
penyajian laporan keuangan secara wajar (Ritonga, 2010).   
Sedangkan Accrual Basis untuk penyusunan Neraca daerah berarti bahwa aset, 
kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau 
pada saat kejadian dan kondisi lingkungan berpengaruh pada posisi keuangan 
Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Jadi 
diterbitkannya PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah yang 
berbasis akrual dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan dan yang 
diharapkan dapat menjadi acuan, patokan serta standar yang harus diterapkan oleh 
pemerintah. Secara sederhana, penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan 





2. Pengaruh Penerapan Accrual Basis Dalam Mewujudkan Good Governance 
Financial Statement Pada Pemerintah Kabupaten Sinjai 
Pemerintah daerah dituntut untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan 
keuangan daerah dengan menyajikan laporan keuangan daerah sebagai wujud 
pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah (Zeyn, 2011). Berlakunya 
Undang-Undang No. 22 tahun 1999, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas 
untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri. Provinsi, Kabupaten dan 
Kota sebagai unit-unit yang mengelola dan melaporkan keuangannya sendiri 
mendorong perlunya standar pelaporan keuangan. 
Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan  untuk 
tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka  meningkatkan 
keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar  periode, maupun 
antar entitas (Rachman, 2014). Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah  laporan 
keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama  sebagian besar 
pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini  menetapkan seluruh 
pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan 
keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan 
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang merupakan akumulasi representasi 
dari seluruh komponen kegiatan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang 
tertuang dalam bentuk angka-angka yang secara tidak langsung dapat 
menggambarkan perkembangan perekonomian daerah pada tahun anggaran 




Dalam pelaksanaan program kegiatan Sekretariat Daerah sebagaimana yang 
tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran, tidak ditemukan hambatan atau 
kendala yang berarti, sehingga pencapaian target dapat terlaksana dengan baik. 
Seperti yang di ungkapkan oleh ibu Wahyuni Saleh tentang bagaimana pandangannya 
mengenai Accrual Basis dia menyatakan bahwa:  
“Dengan penerapan Accrual Basis ini sangat membantu dalam 
penyusunan laporan keuangan karena pendapatan dan beban diakui saat 
terjadinya transaksi sehingga informasinya lebih handal dan dapat 
dipercaya.  
 
Seorang pemimpin yang mempunyai komitmen dan keyakinan kuat terhadap 
suatu perubahan yang akan membawa organisasinya kearah yang lebih baik, secara 
otomatis invidu yang berada didalam organisasi tersebut akan merasa optimis dan 
yakin dengan apa yang mereka kerjakan. Apalagi perubahan itu dipercaya dapat 
menunjang kinerja dan kemajuan organisasi dimana mereka bekerja, maka telah 
sepatutnya komitmen kuat dan rasa optimis tesebut dimiliki oleh setiap pemimpin. 
Ditambah ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010, maka penerapan sistem akuntansi 
pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dengan kata lain, 
proses pengukuran kebutuhan alokasi sumber daya ini akan berjalan dengan lancar 
dan efektif jika didukung oleh regulasi yang memadai sehingga mendorong 
berlakunya praktek yang baik, tertib, dan akuntabel (Bastian,2010). 
Sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat, upaya untuk 
mewujudkan good governance merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi 




dengan prinsip-prinsip demokrasi sacara universal. Standar pencatatan ini tentunya 
memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari penerapan accrual basis 
seperti yang diungkapkan oleh bapak Akmal selaku Kapala bagian Keuangan 
Pemerintah kabupaten Sinjai bahwa: 
“Metode accrual basis digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan 
ekuitas dana, dapat dijadikan sebagai tolak ukur modal, penerimaan dan 
pengeluaran dalam laporan operasional akan memiliki relasi dengan 
penerimaan dan pengeluarannya dan laporan keuangan dapat dijadikan 
sebagai pedoman manajemen dalam menentukan kebijakan untuk masa 
depan.” 
 Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai disusun dan 
disediakan sebagai sarana informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan 
dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Selain itu Laporan Keuangan 
SKPD juga menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi 
yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah selama satu periode pelaporan. Juga sebagai 
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
berdasarkan aturan perundang-undangan. Laporan keuangan ini digunakan untuk 
membandingkan realisasi pendapatan dan belanja sesuai dengan anggaran yang telah 
di tetapkan, menilai kondisi keuangan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi 
Sekretariat Daerah dan membantu menerapkan ketaatannya terhadap peraturan 
perundang-undangan (Maula, 2017). Laporan keuangan yang merupakan akumulasi 
representasi dari seluruh komponen kegiatan Sekretariat Daerah dalam satu tahun 
anggaran dan juga merupakan siklus pengelolaan anggaran, sehingga dapat diketahui 
sejauh mana pelaksanaan anggaran itu sendiri. Sekretariat Daerah mempunyai 




dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu 
periode pelaporan. 
Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi 
pemerintah dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa 
dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem 
pertanggungjawaban yang terukur dan kredibel sehingga penyelenggaraan pemerintah 
dan pembangunan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan 
bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Maula, 
2017). Pemerintah yang menerapkan standar akuntasi pemerintah, akan tercermin 
pada pengelolaan keuangan daerah yang baik. Good governance sudah lama menjadi 
perbincangan di indonesia. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep 
yang mengacu kepada proses pencapain keputusan dan pelaksanaannya yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara bersama (Hendra, 2011). Sebagaimana dijelaskan oleh 
bapak Akmal Selaku Kepala bagian keuangan pemerintah daerah Sinjai menyatakan 
bahwa:  
Good governance merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah 
dalam upaya pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
 
 Oleh karena itu good governance meliputi penataan hubungan antara lembaga-
lembaga tinggi negara, antar lembaga pemerintah, termasuk juga hubungannya 





Organization for Economic Cooperation and Development menyebutkan 3 (tiga) 
hal pokok yang menajdi prinsip dasar good governance diantaranyaa adalah keadilan, 
transparansi dan akuntabilitas.  
1. Keadilan. Melindungi seluruh kepentingan masyarakat dari transaksi-transaksi 
yang bertentangan dengan peraturan yang ada. Menurut bapak Akmal selaku 
kepala bagian keuagan pemerintah kabupaten Sinjai menyatakan bahwa: 
“Sebagaimana dalam pelayanan kepada masyarakat tidak menunggu 
waktu yang lama. Kalau yang lalu itu waktunya sampai seminggu 
sehingga banyak orang yang berkumpul, duduk dan berdiri diluar. Nah, 
sekarang tidak ada istilah orangnya gubernur atau orangnnya siapa. 
Semuanya dilayani sama.” 
Berdasarkan pernyataan tersebut, keadilan adalah hak yang berkenaan dengan 
sikap dan tindakan dalam hubungan antara manusia. Menurut Mardiasmo (2004) 
keadilan dalm pemerintahan merupakan tingkat kesamaan yang sama bagi semua 
warga negara tanpa perbedaan gender dan sebagainya untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Jadi pelayanan publik disektor pemerintahan setiap 
masyarakat mempunyai hak yang sama di mata pemerintah, baik secara umum 
atau secara khusus. Keadilan berisi sebuah keseimbangan agar orang 
memperlakukn sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Perlakuan itu 
tidak pandang bulu atau pilih kasih, semua orang diperlakukan sama semua orang 




2. Transparasi.  Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur. Menurut 
bapak Akmal selaku kepala bagian keuagan pemerintah kabupaten Sinjai 
menyatakan bahwa: 
“Saat ini masyarakat umum dapat mengetahui informasi keuangan secara 
langsung  berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak 
untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 
pertanggungjawaban SKPD dalam pengelolaan sumber daya yang 
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-
undangan.” 
Berdasarkan hal tersebut bahwa tuntutan transparansi dalam sistem pemerintah 
semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali dalam pengelolaan 
keuangan pemerintah daerah (Kusuma, 3013). Pemerintah di wajibkan menyusun 
laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh 
pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah yang mengikat seluruh 
pemerintah daerah. Peraturan tersebut merupakan tolak ukur terciptanya 
transparansi dalam laporan keuangan. Transparansi menciptakan kepercayaan 
timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan 
menjamin kemudahan dalam memproleh informasi yang akurat dan memadai. 
Sebagaimana dikemukakan oleh Sedarmayanti 2004 bahwa transparansi akan 
mendorong keperinthan yang baik terhadap rakyat baik pemerintah pusat maupun 
daerah demi terciptannya good governance 
3. Akuntabilitas. Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta 




Menurut bapak Akmal selaku kepala bagian keuagan pemerintah kabupaten 
Sinjai menyatakan bahwa: 
“Semua kebijakan yang diambil oleh Pemerintah berlandaskan hukum. 
Saat ini pada setiap instansi memiliki yang namanya kotak saran. Jadi 
setiap ada keluhan atau saran  oleh masyarakat ditampung semua untuk 
dilaksanakan dan diperbaiki.” 
Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa terselenggaranya good 
governance merupakan kehendak kita bersama. Akuntabilitas diyakini mampu 
mengubah kondisi pemerintah yang tidak dapat memberikan pelayanan publik 
secara baik menuju suatu tatanan pemerintah yang demokrat. Penyelenggaraan 
pemerintahan yang ankuntabel akan mendapatkan dukungan dari publik. Ada 
kepercayaan dari masyarakat atas apanya yang diselenggarakan, direncanakan dan 
dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Aspek akuntabilitas 
keuangan yang paling penting adalah apakah dana publik yang dibelanjakan sesuai 
dengan kesepakatan dewan perwakilan atau lembaga legislatif (Boothe, 2007).  
Jadi secara keseluruhan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual 
merupakan salah satu bentuk perwujudan dari good  governance yang 
diterjemahkan dalam bidang keuangan pemerintah sebagai bentuk pengelolaan 
sumber daya melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, 
akuntabel dan berkeadilan. Sehingga dalam mewujudkan good governance akan 
memberikan manfaat pada pemerintah daerah. Pertama, meningkatkan efesiensi 
dan produktivitas. Oleh karena itu seluruh staf dipemerintahan pada setiap level 




pemerintah dan bukan atas dasar mencari keuntungan secara pribadi atau 
kelompok. Kedua, meningkatkan kepercayaan publik. Dengan terwujudnya good 
governance maka semua pihak akan merasa aman karena pemerintah dijalankan 
sesuai dengan prinsip yang mengutamakan kepentingan semua pihak, dan bukan 
pihak tertentu saja. Ketiga, menjaga kelangsungan pemerintah daerah. Dengan 
menjalankan prinsip seperti : keadilan, transparasi, dan akuntabilitas, maka 
kelangsungan pemerintah dapat dijamin. Keempat, dapat mengukur target kinerja 
pemerintah daerah. Dengan berprdoman pada prinsip keadilan, akuntabilitas dan 
transparansi maka target kinerja pemerintah dapat diukur dibandingkan dengan 
bila pemerintah tidak menerapkan prinsip yang didasarkan pada good governance. 























   Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan accrual 
basis dalam mewujudkan good governance financial statement pada Pemerintah 
Kabupaten Sinjai. 
1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa laporan keuangan merupakan 
sarana pengkomunikasian informasi keuangan kepada pihak-pihak korporasi. 
Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyususn dan menyajikan 
laporan keuanganpemerintah kabupaten sinjai merupakan kerangka acuan 
dalam prosedur yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan 
berdasarkan basis akrual. Penerapan accrual basis memberikan kontribusi 
dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta meningkatkan 
alokasi sumber daya dengan menginformasikan besarnya biaya yang 





2. Dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar 
akuntansi pemerintah berbasis akrual signifikasi peran pemerintah dalam 
sektor publik untuk mewujudkan good governance atau pemerintahan yang 
transparansi, adil dan akuntabilitas semakin nyata. Peraturan pemerintah 
tersebut menjadi dasar hukum pemerintah dalam menyusun laporan keuangan 
yang baik untuk pemerintah daerah kabupaten sinjai. 
B. Keterbatasan Penelitian 
   Penelitian ini hanya terbatas dilakukan pada kantor Sekretariat Daerah 
Kabupaten Sinjai, sehingga penelitian ini hanya mencerminkan penerapan accrual 
basis dalam mewujudkan good governace financial statement di Sekretariat 
Daerah Kabupaten Sinjai saja. Selain itu kurangnya waktu yang digunakan oleh 
peneliti, sehingga informasi yang dikumpulkan belum cukup memadai. 
C. Implikasi Penelitian  
   Berdasarkan hasil analisisa pembahasan dan kesimpulan, adapun 
implikasi dari penelitian yang telah dilakukan, yakni dinyatakan dalam bentuk 
saran-saran yang diberikan melalui hasil penelitian agar mendapatkan hasil yang 
lebih baik, yaitu: 
1.  Bagi kantor Bupati Kabupaten Sinjai, diharapkan selalu berupaya dalam 
meningkatkan kinerja pengawai pemerintah daerah dengan melakukan 
peningkatan kinerja pegawai pemerintah daerah dengan melakukan 
peningkatan efektivitas pengendalian dan keterbukaan informasi laporan 





2. Bagi perguruan tinggi lebih mengembangkan keilmuan pendalaman materi 
dan skill atau mengadakan seminar yang berhubungan dengan good 
governance financial statement. 
3. Bagi pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, diharapkan agar selalu 
meningtkan kinerja keuangan dalam hal penerapan basis akrual yang 
diberikan dan penuh pertanggungjawaban terhadap masyarakat. 
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan melaksanakan penelitian dengan 
responden yang lebih luas agar penelitian dapat digunakan secara universal 
dan objek penelitiannya tidak hanya pada kantor Sekretariat Kabupaten Sinjai, 
sehingga didapatkan sampel yang lebih baik. 
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WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA 
 
1. Konfirmasi metode yang digunakan dalam pencatatan laporan keuangan di 
kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. ? 
Jawab: Metode pencatatan yang digunakan dalam Laporan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten sinjai yaitu Accrual Basis. Metode ini dipilih karena 
lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan pemerintahan 
secara riil dan dicatat sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, 
sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komfrehensif. Dengan 
metode pencatatan Accrual Basis, pengguna dapat mengidentifikasi posisi 
keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah menandai 
kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur 
kapasitas pemerintah yang sebenarnya” 
2. Bagaimana metode pencatatan dalam laporan keuangan dengan menggunakan 
accrual basis.? 
 Jawab: Metode pencatatan Accrual Basis dalam pelaporan keuangan pada 
saat pembukuan berlangsung pendapatannya langsung dicatat setiap hari dan 
dibukukan tiap bulan.” Atau Akuntansi berbasis akrual itu kita langsung 
mengakui pendapatan pada saat APBD ditetapkan. Jadi pada saat APBD 
ditetapkan kita sudah akui.” 
3. Sejak tahun berapa instansi ini menerapkan accrual basis. ? 
Jawab: Penerapan accrual basis sangatlah tepat jika digunakan di instansi 
pemerintah seperti halnya di instansi pemerintah daerah kabupaten Sinjai dan 
penerapan standar ini sangatlah membantu dalam menyajikan laporan 
keuangan dimana sangatlah jelas penyajiannya. penerapan Accrual Basis ini 
dimulai sejak tahun 2015.” 
4. Bagaimana perbedaan laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan 
accrual basis. ? Jawab: “Perbedaan yang sangat singnifikan dalam metode 
pencatatan akuntansi pemerintah sebelumnya yaitu adanya Laporan 
Operasional (LO), laporan ini menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 
menambah ekuitas dan transfer dan penggunaannya yang dikelola oleh 
pemerintah seperti pendapatan, beban, dan transfer dalam satu periode. Dengan 
adanya laporan operasional, maka masyarakat dapat melihat kinerja 
pemerintah dalam laporan mengelola keuangan dalam setiap tahun pelaporan, 
dimana setiap transaksi pemerintah akan diakui, dicatat dan disajikan dalam 
laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan waktu 
kas diterima atau dibayarkan.” Atau Laporan keuangan yang disusun dengan 
metode pencatatan accrual basis akan mempermudah para pemakai untuk 
untuk membandingkan antara pemakai sumber daya, nilai kinerja, posisi 
keuangan dan arus kas dari entitas pemerintah.” 
5. Bagaimana pandangan ibu/bapak mengenai penerapan accrual basis yang di 
terapkan di instansi pemerintah ini. ? 
Jawab: Dengan penerapan Accrual Basis ini sangat membantu dalam 
penyusunan laporan keuangan karena pendapatan dan beban diakui saat 
terjadinya transaksi sehingga informasinya lebih handal dan dapat dipercaya.  
6.  Apakah kelebihan penerapan accrual basis yang bapak/ibu rasakan? 
 Jawab: Metode accrual basis digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban 
dan ekuitas dana, dapat dijadikan sebagai tolak ukur modal, penerimaan dan 
pengeluaran dalam laporan operasional akan memiliki relasi dengan 
penerimaan dan pengeluarannya dan laporan keuangan dapat dijadikan sebagai 
pedoman manajemen dalam menentukan kebijakan untuk masa depan.” 
7. Apakah Bapak/ibu mengetahui tentang good governance ?  
Jawab: Good governance merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh 











Sumber data laporan keuangan tahun 2014 
1. Laporan Realisasi Anggaran         
Sebagaimana yang telah digariskan dalam Rencana Stategis  (Renstra) 
Sekretariat Daerah, terciptanya pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan 
Akuntabel. Sejalan dengan itu semua, Sekretariat Daerah  pada Tahun Anggaran 2014 
telah melaksanakan program kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA). Adapun besar anggaran belanja  setelah perubahan  adalah sebesar 
Rp. 56.749.426.265,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.599.260.239,00 atau 
sebesar 85 persen yang terdiri dari belanja pegawai Rp. 10.982.588.721,00 dengan 
realisasi Rp. 9.824.861.357,00  belanja barang dan jasa sebesar Rp. 
33.486.269.494,00 dengan realisasi Rp. 30.253.664.069,00 dan belanja modal sebesar 
Rp. 12.280.568.050,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.520.734.813,00. 
a. Pendapatan  
 Untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai pada tahun anggaran 2014 
tidak ada pendapatan atau   Rp. 0,00,- 
b. Belanja 
Pada tahun anggaran 2014 anggaran belanja dialokasikan sebesar Rp. 
56.749.426.265,00 dan terealisasi sebesar Rp. 48.599.260.239,00 atau mencapai 
85% dari anggaran. Realisasi belanja terdiri dari : 
  
Tabel 1. Rincian Realisasi Belanja Sekretariat Daerah untuk 






1 Belanja Pegawai 10.982.588.721 9.824.861.357 89 
2 
Belanja barang dan 
jasa 
33.486.269.494 30.253.664.069 90 
3 Belanja Modal 12.280.568.050 8.520.734.813 69 
4 Belanja Subsidi 0 0 0 
5 Belanja Bantuan  0 0 0 
6 Belanja lain-lain 0 0 0 
Jumlah Belanja 56.749.426.265 48.599.260.239 85 
 
 Belanja Pegawai 
 Realisasi belanja pegawai tidak langsung maupun langsung untuk Tahun 
Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 9.824.861.357,00 atau 89% dari jumlah yang 
dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran setelah perubahan sebesar  Rp. 
10.982.588.721,00. Adapun rincian belanja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut : 
  
Tabel 2. Rincian Belanja Pegawai pada Sekretariat Daerah TA. 2014 
URAIAN ANGGARAN REALISASI % 
2014 
Belanja Pegawai          
7.189.838.721.00  




-  Gaji Pokok          
5.170.855.781.00  
       
4.506.373.220.00  
87 
-  Tunjangan Keluarga             
470.539.433.00  
          
439.235.392.00  
93 
-  Tunjangan Jabatan             
696.186.244.00  
          
528.924.256.00  
75 
- Tunjangan fungsional               
19.500.000.00  
              
13.900.000.00  
71 
-  Tunjangan umum             
206.706.552.00  
          
181.175.000.00  
87 
-  Tunjangan Beras             
363.898.821.00  





             
99.231.860.00  
            
88.935.166.00  
89 
 -  Pembulatan Gaji                    
100.074.00  
                   
89.454.00  
89 
 -Iuran  Asuransi 
Kesehatan 
            
162.819.956.00  
            
137.191.36900  
84 
JUMLAH          
 7.189.838.721  





 Belanja Barang dan Jasa 
 Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp 
30.253.664.069,00 atau 90 persen dari jumlah yang dianggarkan setelah perubahan 
adalah sebesar Rp. 33.486.269.494,00 dengan  sumber dana yaitu Dana Alokasi 
Umum (DAU). Adapun uraian belanja barang dan jasa dapat dilihat pada tabel 3 
berikut: 
Tabel 3. Rincian Belanja Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah 







Penyediaan jasa komunikasi, sumber 
daya air dan listrik 
         
2,649,166,461  
           
2,595,867,482  
               
53,298,979  98% 
Penyediaan jasa peralatan dan 
perlengkapan kantor 
            
932,500,000  
              
892,037,000  
               
40,463,000  96% 
Penyediaan jasa jaminan barang milik 
daerah 
         
1,809,984,482  
           
1,304,747,730  
             
505,236,752  72% 
Penyediaan jasa pemeliharaan dan 
perizinan kendaraan 
dinas/operasional 
              
93,000,000  
                
91,898,500  
                 
1,101,500  99% 
Penyediaan jasa administrasi 
keuangan 
            
320,080,000  
              
320,080,000  
                                
-  0% 
Penyediaan jasa kebersihan kantor 
            
110,330,000  
                
89,760,000  
               
20,570,000  81% 
Penyediaan jasa perbaikan peralatan 
kerja 
              
55,000,000  
                
37,830,000  
               
17,170,000  69% 
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 
Kerja (Umum) 
              
20,000,000  
                  
9,100,000  
               
10,900,000  46% 
 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 
Kerja (Humas) 
              
35,000,000  
                
28,730,000  
                 
6,270,000  82% 
Penyediaan komponen instalasi 
listrik/penerangan bangunan kantor 
              
20,000,000  
                
19,976,000  
                      
24,000  100% 
Penyediaan peralatan rumah tangga 
            
208,000,000  
              
193,581,205  
               
14,418,795  93% 
Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 
            
415,000,000  
              
414,942,500  
                      
57,500  100% 
Pelayanan Administrasi 
Kesekretariatan 
         
2,568,350,000  
           
2,548,560,455  
               
19,789,545  99% 
Pembentukan Unit Layanan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
            
153,964,500  
              
151,679,500  
                 
2,285,000  99% 
Penyediaan jasa tenaga pendukung 
administrasi perkantoran 
            
196,800,000  
              
187,500,000  
                 
9,300,000  95% 
Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 
         
1,473,000,000  
           
1,472,761,300  
                    
238,700  100% 
Penyediaan Jasa Tamu Pemerintah 
Kabupaten 
            
210,000,000  
              
191,739,736  
               
18,260,264  91% 
Penyediaan Pengisian Tabung Gas                                                     100% 
16,000,000  15,920,000  80,000  
Penyediaan Jasa Administrasi Pajak 
Bumi dan Bangunan 
                
5,000,000  
                  
4,494,472  
                    
505,528  90% 
Pelayanan  Administrasi Perjalanan 
Dinas (Humas) 
            
178,525,000  
              
158,484,000  
               
20,041,000  89% 
Fasilitasi Keprotokoleran 
Penyelenggaraan Kegiatan Pemda 
            
548,038,300  
              
523,951,700  
               
24,086,600  96% 
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas - Tugas 
Ketatausahaan 
            
192,200,000  
              
188,695,300  
                 
3,504,700  98% 
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas - Tugas 
Kerumahtanggaan 
            
226,800,000  
              
221,400,000  
                 
5,400,000  98% 
Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan 
Perlengkapan Kegiatan Kabupaten 
            
150,600,000  
              
144,656,300  
                 
5,943,700  96% 
Pengadaan mobil jabatan 
         
3,598,790,000  
           
3,312,270,000  
             
286,520,000  92% 
Pengadaan kendaraan 
dinas/operasional 
            
597,725,000  
              
558,848,400  
               
38,876,600  93% 
Pengadaan perlengkapan rumah 
jabtan/dinas 
            
379,247,500  
              
364,502,500  
               
14,745,000  96% 
Pengadaan perlengkapan gedung 
kantor 
              
82,160,000  
                
79,363,000  
                 
2,797,000  97% 
Pengadaan peralatan gedung kantor 
            
311,963,750  
              
309,988,750  
                 
1,975,000  99% 
Pengadaan mebeleur 
           
71,700,000  
             
69,575,000  
              
2,125,000  97% 
Pengadaan Jaringan Prasarana Umum 
            
200,700,000  
              
199,278,000  
                 
1,422,000  99% 
Pemeliharaan rutin/berkala rumah 
jabatan 
            
195,000,000  
              
146,865,750  
               
48,134,250  75% 
Pemeliharaan rutin/berkala gedung 
kantor 
            
202,518,380  
              
176,003,000  
               
26,515,380  87% 
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 
dinas/operasional 
         
2,929,946,300  
           
2,524,193,782  
             
405,752,518  86% 
Operasional Mobil Jenazah 
            
115,200,000  
                
54,951,000  
               
60,249,000  48% 
Pemeliharaan rutin/berkala 
perlengkapan gedung kantor 
            
168,400,000  
              
121,145,000  
               
47,255,000  72% 
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 
              
45,100,000  
                
41,100,000  
                 
4,000,000  91% 
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan 
Prasarana Umum 
         
1,738,243,500  
           
1,723,988,765  
               
14,254,735  99% 
Pengadaan pakaian dinas beserta 
perlengkapannya 
            
209,355,000  
              
208,917,000  
                    
438,000  100% 
Pendidikan dan pelatihan formal 
            
500,000,000  
              
462,162,200  
               
37,837,800  92% 
Bimtek Pemantapan Tugas Bagi 
Unsur Pimpinan BPD 
            
136,675,000  
              
136,675,000  
                                
-  100% 
Penyusunan Penataan Administrasi 
Kepegawaian 
            
151,440,000  
              
146,785,900  
                 
4,654,100  97% 
Evaluasi Jabatan 
            
377,282,000  
              
308,285,000  
               
68,997,000  82% 
Penataan Jabatan Fungsional Umum 
Aparatur 
              
67,810,000  
                
62,370,500  
                 
5,439,500  92% 
Penyusunan Adminstrasi dan 
Pemutakhiran Data Pemerintahan 
Desa 
              
86,667,500  
                
83,492,500  
                 
3,175,000  96% 
Pengadaan Aplikasi Sistem SPPD 
              
30,100,000  
                
30,056,363  
                      
43,637  100% 
Penyusunan LAKIP Sekretariat 
Daerah 2013 
              
39,723,000  
                
39,723,000  
                                
-  100% 
Penyusunan LAKIP Pemda Tahun 
2013 
              
99,085,000  
                
98,333,000  
                    
752,000  99% 
Penyusunan Dokumen Pengendalian 
Pembangunan 
            
141,776,000  
              
138,479,000  
                 
3,297,000  98% 
Evaluasi Percepatan Penyerapan 
Anggaran Daerah 
            
147,251,000  
              
147,100,637  
                    
150,363  100% 
          
Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik 
Tahun 2014 
              
77,560,000  
                
67,553,300  
               
10,006,700  87% 
Penyusunan Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati Sinjai 
Tahun 2013 
            
104,870,000  
              
102,757,000  
                 
2,113,000  98% 
Penyusunan Dokumen Anggaran 
Setda 
            
146,977,500  
              
146,501,100  
                    
476,400  100% 
Penyusunan Laporan Keuangan 
Triwulan, Semesteran, dan Akhir 
Tahun 
              
92,485,000  
                
92,386,500  
                      
98,500  100% 
Monitoring dan Evaluasi Anggaran 
Program dan Kegiatan 
              
47,755,000  
                
45,980,000  
                 
1,775,000  96% 
Penetapan Indikator Kinerja Utama 
dan Penetapan Kinerja Kab. Sinjai 
Tahun 2014 
              
75,200,000  
                
70,360,100  
                 
4,839,900  94% 
Penyusunan Rencana Strategis 
Sekretariat Daerah 
            
155,722,500  
              
155,221,200  
                    
501,300  100% 
Monitoring dan evaluasi Peraturan 
Bupati tentang Pelimpahan 
Sebahagian Kewenangan Bupati 
Kepada Camat 
            
126,746,000  
                  
3,720,000  
             
123,026,000  3% 
Penyusunan Pelaporan 
Pertanggungjawaban Keuangan 
            
165,700,000  
              
165,459,700  
                    
240,300  100% 
Penyusunan Rencana Kerja 
Sekretariat Daerah Tahun 2014 
              
51,585,000  
                
51,495,000  
                      
90,000  100% 
Penyusunan LPPD dan ILPPD Tahun 
2013 
            
239,882,000  
              
233,472,000  
                 
6,410,000  97% 
Penyusunan Pedoman Tata Naskah 
Dinas 
              
58,265,000  
                
52,819,500  
                 
5,445,500  91% 
Kerjasama Informasi Dengan Mass 
Media 
         
1,563,774,800  
           
1,491,755,800  
               
72,019,000  95% 
Penyebarluasan Informasi 
Pembangunan Daerah 
            
530,500,000  
              
472,370,000  
               
58,130,000  89% 
Penyebarluasan Informasi 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
            
916,516,400  
              
905,179,400  
               
11,337,000  99% 
Penyebarluasan Informasi 
Pembangunan Daerah Melalui 
Dialog/Audience 
              
43,413,300  
                
41,463,300  
                 
1,950,000  96% 
Buku Himpunan Sambutan Bupati 
Tahun 2014 
              
73,345,100  
                
72,743,100  
                    
602,000  99% 
Fasilitasi Hari Jadi dan Hari Besar 
Lainnya 
            
860,210,000  
              
857,900,000  
                 
2,310,000  100% 
Penyediaan Kebutuhan Sistem 
Informasi Persandian 
            
106,114,550  
                
98,833,925  
                 
7,280,625  93% 
Pengadaan Alat Studio dan 
Komunikasi 
              
73,350,000  
                
50,850,000  
               
22,500,000  69% 
Penerimaan kunjungan kerja pejabat 
negara/ departemen/ lembaga 
pemerintah non departemen/ luar 
negeri 
         
1,902,409,971  
           
1,778,733,370  
             
123,676,601  93% 
Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat 
Dan Pemerintah Daerah Lainnya 
            
600,000,000  
              
498,985,900  
             
101,014,100  83% 
Asistensi Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran,RKA dan DPPA 
Sekretariat Daerah 
              
41,330,000  
                
41,280,200  
                      
49,800  100% 
Penatausahaan Administrasi Gaji 
            
100,650,000  
                
98,400,000  
                 
2,250,000  98% 
Penataushaaan Pengelolaan 
Keuangan Setdakab 
            
182,375,000  
              
179,837,800  
                 
2,537,200  99% 
Pemeliharaan Aplikasi Sistem 
Informasi Keuangan Daerah 
              
15,000,000  
                                 
-  
               
15,000,000  0% 
Monitoring dan Evaluasi Rancangan 
Peraturan Desa 
              
57,435,000  
                
57,422,500  
                      
12,500  100% 
Penyusunan Peraturan Bupati 
Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan 
Bagi Hasil Penyisihan Pajak Bumi 
dan Bangunan 
              
47,467,500  
                
47,105,000  
                    
362,500  99% 
Monitoring dan Pemantauan 
Pengelolaan Keuangan Desa 
            
132,940,261  
              
132,417,500  
                    
522,761  100% 
Penyusunan Peraturan Bupati tentang 
Pedoman Umum Pelaksanaan & 
Pengelolaan ADD ( Revisi Perbup 
Nomor 9 Tahun 2007 ) 
              
77,906,239  
                
76,428,700  
                 
1,477,539  98% 
Tindak lanjut hasil temuan 
pengawasan 
            
178,284,000  
              
178,216,300  
                      
67,700  100% 
Fasilitasi Bantuan Hukum Pemerintah 
Daerah 
              
50,651,000  
                                 
-  
               
50,651,000  0% 
Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN) 
              
19,145,000  
                
19,145,000  
                                
-  100% 
Pengusulan Reformasi Birokrasi 
              
88,477,500  
                
79,951,500  
                 
8,526,000  90% 
Penyusunan Standar Pelayanan 
Publik Sekretariat Daerah 
              
54,445,000  
                
48,370,000  
                 
6,075,000  89% 
Monitoring dan Pelaporan Capaian 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
              
80,380,000  
                
76,567,000  
                 
3,813,000  95% 
Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan 
(PATEN) 
              
74,992,000  
                
25,238,000  
               
49,754,000  34% 
Fasilitasi sosialisasi peraturan 
perundang-undangan 
              
97,247,000  
                
96,622,700  
                    
624,300  99% 
Penyusunan Peraturan Daerah 
Tentang Tata Cara Pencalonan, 
Pemilihan, Pelantikan, dan 
Pemberhentian Kepala Desa 
            
131,671,000  
              
131,499,500  
                    
171,500  100% 
Penyusunan Peraturan Daerah 
Tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Diserahkan Kepada Desa 
            
118,427,500  
              
118,358,800  
                      
68,700  100% 
Pengembangan RAN HAM 
              
76,343,000  
                
76,226,460  
                    
116,540  100% 
Penyusunan Database dan Monografi 
Kelurahan sesuai Permendagri Nomor 
13 Tahun 2012 
            
214,862,500  
              
168,792,500  
               
46,070,000  79% 
Penyuluhan Hukum Terpadu 
              
93,395,000  
                
84,395,000  
                 
9,000,000  90% 
Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan 
Pembangunan 
              
95,182,500  
                
94,911,200  
                    
271,300  100% 
Publikasi Peraturan Perundang-
undangan / Sistem Jaringan Dok. dan 
Informasi Hukum 
              
17,646,000  
                
17,646,000  
                                
-  100% 
Pengharmonisasian Pembulatan dan 
Pematapan Konsepsi Rancangan 
Produk Hukum Daerah 
            
349,640,000  
              
349,614,000  
                      
26,000  100% 
Penyusunan Rencana Kerja 
Rancangan Peraturan Daerah ( 
Legislasi Daerah ) 
              
73,662,500  
                
72,378,600  
                 
1,283,900  98% 
Sosialisasi Undang - undang  Nomor 
6 Tahun 2014 
              
97,385,000  
                
86,497,300  
               
10,887,700  89% 
Rapat Koordinasi Perekonomian 
            
102,370,000  
              
101,436,000  
                    
934,000  99% 
Pengendalian dan Pengawasan 
Ketersediaan BBM dan LPG 
Bersubsidi 
              
81,235,000  
                
80,928,000  
                    
307,000  100% 
Komisi Pengawas Pupuk dan 
Pestisida 
            
127,370,000  
              
124,422,000  
                 
2,948,000  98% 
Tim Pengendali Inflasi Daerah 
            
158,807,750  
              
155,072,150  
                 
3,735,600  98% 
Koordinasi Penyaluran Beras untuk 
Keluarga Miskin 
            
298,605,000  
              
295,846,400  
                 
2,758,600  99% 
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa 
Konstruksi 
              
90,936,000  
                
90,348,900  
                    
587,100  99% 
Sosialisasi Pengadaan barang dan jasa 
Sistem LPSE 
              
87,123,000  
                
79,429,800  
                 
7,693,200  91% 
Monitoring dan Evaluasi Bidang 
Pendidikan dan Kesehatan 
              
54,044,500  
                
52,836,500  
                 
1,208,000  98% 
Monitoring , evaluasi, Pelaporan 
Kegiatan Kependudukan, Catatan 
Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi 
              
53,354,500  
                
53,226,500  
                    
128,000  100% 
Temu Koordinasi Penanggulangan 
dan Pencegahan Napza dan HIV 
AIDS Tk. Kab. Sinjai 
              
42,260,500  
                
42,175,250  
                      
85,250  100% 
Fasilitasi Pengembangan Organisasi 
Wanita 
              
75,000,000  
                
71,115,500  
                 
3,884,500  95% 
Penataan dan Penegasan Batas 
Wilayah Antar Wilayah Sinjai – 
Bulukumba 
            
153,637,500  
                
40,594,400  
             
113,043,100  26% 
Fasilitasi Peningkatan Kualitas 
Masyarakat dalam Bidang 
Keagamaan 
            
402,040,500  
                
28,340,500  
             
373,700,000  7% 
Safari Ramadhan 
            
132,691,000  
                
87,548,000  
               
45,143,000  66% 
Fasilitasi Pengembangan Syiar Islam 
         
5,145,153,500  
           
4,596,132,200  
             
549,021,300  89% 
Fasilitasi Pengembangan Organisasi 
Islam dan Dakwah Islamiah 
              
36,650,000  
                
36,050,000  
                    
600,000  98% 
Mengikuti MTQ TK. Provinsi Tahun 
2014 
            
231,615,000  
              
224,621,000  
                 
6,994,000  97% 
Pelaksanaan MTQ XXVIII TK. 
Kabupaten Sinjai Tahun 2014 
            
271,772,000  
              
271,764,000  
                        
8,000  100% 
Operasional Penyelenggaraan Haji 
Kabupaten Sinjai Tahun 2014 
            
218,477,500  
              
211,548,500  
                 
6,929,000  97% 
Koordinasi dalam Pemecahan 
Masalah-masalah Pemerintahan 
            
214,816,500  
              
138,901,500  
               
75,915,000  65% 
Peringatan Hari Otonomi Daerah 
                
2,470,000  
                  
2,470,000  
                                
-  100% 
Pensertifikasian Tanah Aset Pemda 
            
169,315,000  
                
25,250,000  
             
144,065,000  15% 
Pembebasan Tanah 
         
6,770,216,800  
           
3,525,452,800  
          
3,244,764,000  52% 
Fasilitasi Pembentukan Kerjasama 
Antar Daerah Pada Bidang Ekonomi 
            
167,713,500  
              
161,915,300  
                 
5,798,200  97% 
Diskusi Penyamaan Persepsi dalam 
Penanganan Pasca Panen Tembakau 
            
167,713,500  
              
161,915,300  
                 
5,798,200  97% 
Sosialisasi Ketentuan Di Bidang 
Cukai 
              
89,080,000  
                
86,194,500  
                 
2,885,500  97% 
Pemantauan Pita Cukai Rokok Ilegal 
            
105,087,000  
              
104,287,000  
                    
800,000  99% 
Sosialisasi Pengawasan Dan 
Penyusunan Peraturan Perundang-
Undangan Pajak Rokok Di Daerah 
            
106,000,000  
                
91,060,000  
               
14,940,000  86% 
JUMLAH 56,749,426,265 48,599,260,239 8,146,105,926 86% 
 
 Belanja Modal  
Pada tahun anggaran 2014 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 
12.280.568.050,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.520.734.813,00 atau 69 persen. 
Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4. Rincian   Realisasi    Belanja   Modal Sekretariat Daerah 










1 Tanah 1.704.650.000 822.842.600 49  
2 Peralatan dan Mesin  
a. Alat Angkutan 
b. Alat Kantor & Rumah 
Tangga 
































4 Gedung & Bangunan 41.476.900 41.476.900 100  
Jumlah 7.841.983.900  6.594.532.336 84  
 
  
2.  Neraca 
    a. Aset 
 Jumlah aset Sekretariat Daerah per 31 Desember 2014 adalah sebesar  Rp. 
6.594.532.336,00 merupakan akumulasi jumlah penghitungan aset-aset oleh Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai pengelola asset daerah.Pemutakhiran 
data asset  dimulai sejak terbentuknya badan ini, yang terdiri atas : 
Tabel 5. Rincian Aset Sekretariat Daerah untuk TA.2013 
 
 
Sementara itu Jumlah persediaan pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 16.078.000.00 
b.Kewajiban 
 Jumlah kewajiban pada tahun 2013 adalah  sebesar Rp. 200.000,00,- yaitu 
kas pada bendahara pengeluaran yang dipersiapkan untuk pembayaran pajak 
honorarium narasumber pada kegiatan Pencerahan mental aparatur (Bagian 
Administrasi Kesejahteraan Rakyat) yang dilaksanakan pada malam tanggal 31 
desember  2013. 
  
No Uraian 2013 
1 Aset Lancar 22.212.500 
2 Aset Tetap 6,594.532.336 
3 Aset Tetap lainnya - 
Jumlah 6.616.744.836 
c.  Ekuitas Dana 
 Ekuitas dana lancar 
 Jumlah ekuitas dana lancar untuk tahun 2014 adalah berupa cadangan 
persediaan sebesar Rp. 16.078.000; 
 Ekuitas Dana Investasi 
 Ekuitas dana investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam aset tetap 
dan aset tetap lainnya. Ekuitas dana investasi pada tanggal 31 Desember 2013 
adalah Rp. 6.594.532.336,00;  terdiri dari : 
 Diinvestasikan dalam Aset Tetap       Rp. . 6.594.532.336,00      
  Diinvestasikan dalam Aset  Lainnya  Rp.      0,00          
Berdasarkan uraian Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2013 
yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan 
Keuangan, secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut : 
 Pendapatan untuk Tahun Anggaran 2013 adalah Rp. 0,00 
 Belanja SKPD direncanakan Rp. 52.384.964.451,00 dan realisasi sebesar Rp. 
44.740.267.909,00  atau 85 persen dengan rincian sebagai berikut : 
 Belanja Pegawai                            Rp. 9.474.004.915,00  (81%) 
 Belanja Barang dan Jasa              Rp. 28.680.530.658,00  (87%) 
 Belanja Modal                              Rp.  6.585.732.336,00 (83%) 
 Cadangan persediaan sebesar Rp. 12.987.500 merupakan sisa barang pakai 
habis di  bendahara barang per  31 Desember 2013. 
 Jumlah aset adalah  Rp. 6.594.532.336,00 dengan rincian sebagai berikut :  
 Aset Lancar              Rp.        22.212.500,00 
 Aset Tetap              Rp.   6.594.532.336,00  
 Aset Tetap Lainnya   Rp.           – 
 Berdasarkan hasil analisa sebagaimana yang telah dilakukan menunjukkan 
bahwa   keadaan perekonomian Kabupaten Sinjai selama tahun 2014 telah 
memperlihatkan peningkatan yang cukup baik hal ini dapat dilihat dari  Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu pada tahun 2011 adalah sebesar 
3.235.344,23 juta rupiah dan untuk tahun 2012 meningkat menjadi 3.716.149,62 juta 
rupiah  atau terdapat kenaikan sebesar 480.813,39 atau 15%. Sedangkan untuk tahun 
2013 meningkat menjadi 4.284.745,80 juta rupiah atau terdapat kenaikan senilai 
568.596,18 rupiah atau 18%. Secara rata-rata pertumbuhan riil PDRB Kabupaten 
Sinjai hanya sebesar 6,23 persen. Dan dari keseluruhan sektor tersebut, sektor 
Pertanian  persentase pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding sembilan sektor 
lainnya, yakni sebesar 50% dan sektor yang paling rendah adalah sektor 
pertambangan yang hanya sebesar 0,40 persen. 
 
 
Sumber data laporan keuangan tahun 2015 
1. Laporan Realisasi Anggaran 
Adapun besar anggaran belanja  setelah perubahan  adalah sebesarRp. 
48.208.250.865,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.542.639.301,00 atau sebesar 
96 persen yang terdiri dari belanja pegawaiRp. 11.621.103.657,00 dengan realisasi 
Rp. 11.251.757.266,00  belanja barang dan jasa sebesar Rp.33.768.237.208,00 
dengan realisasiRp. 32.522.220.885,00 dan belanja modal sebesar Rp. 
2.818.910.000,00dengan realisasi sebesar Rp. 2.768.661.150,00. 
a. Pendapatan  
Untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai pada tahun anggaran 2015 tidak ada 
pendapatan atau Rp. 0,00,- 
b. Belanja 
Pada tahun anggaran 2015 anggaran belanja dialokasikan sebesar 
Rp.48.208.250.865,00 dan terealisasi sebesarRp. 46.542.639.301,00 atau 
mencapai 96% dari anggaran. Realisasi belanja terdiri dari : 
Tabel 1. Rincian Realisasi Belanja Sekretariat Daerahuntuk 






1 Belanja Pegawai 11.621.103.657 11.251.757.266 97 
2 
Belanja barang dan 
jasa 
33.768.237.208 32.522.220.885 96 
3 Belanja Modal 2.818.910.000 2.768.661.150 98 
4 Belanja Subsidi 0 0 0 
5 Belanja Bantuan  0 0 0 
6 Belanja lain-lain 0 0 0 
Jumlah Belanja 48.208.250.865 46.542.639.301 96 
 
 Belanja Pegawai 
 Realisasi belanja pegawai tidak langsung maupun langsung untuk Tahun 
Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 11.251.757.266,00 atau 97 persen dari jumlah 
yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran setelah perubahan sebesar 
Rp. 11.621.103.657,00.Adapun rincian belanja pegawai dapat dilihat pada tabel 
berikut : 
Tabel 2.Rincian Belanja Pegawai pada Sekretariat Daerah TA. 2015 
URAIAN ANGGARAN REALISASI % 
2015 
Belanja Pegawai 
7.366.483.657.00 7.057.787.266 95 
(tidak langsung) 
-  Gaji Pokok 5.243.389.658.00 5.154.848.000.00 98 
-  Tunjangan Keluarga 511.100.967.00 491.951.246.00 96 
-  Tunjangan Jabatan 645.053.669.00 632.555.000.00 98 
-Tunjangan fungsional 17.213.638.00 14.400.000.00 83 
-  Tunjangan umum 194.908.649.00 175.020.000.00 89 
-  Tunjangan Beras 453.925.394.00 332.765.340.00 73 
-TunjanganPPH/Khusus 137.185.880.00 101.501.280.00 73 
 -  Pembulatan Gaji 208.910.00 96.907.00 46 
 -  Iuran Asuransi 
Kesehatan 
163.496.892.00 154.649.493.00 94 
JUMLAH 7.366.483.657.00 7.057.787.266.00 95 
 
 Belanja Barang dan Jasa 
Tabel 3. Rincian Belanja Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah 
Tahun Anggaran 2015 
 




komunikasi, sumber daya 
air dan listrik 3,632,139,147 3,493,456,648 138,682,499 96.18 
Penyediaan jasa 
peralatan dan 
perlengkapan kantor 965,000,000 943,045,000 21,955,000 97.72 
Penyediaan jasa jaminan 




dinas/operasional 106,400,000 98,618,660 7,781,340 92.69 
Penyediaan jasa 
administrasi keuangan 308,590,000 308,590,000 0 100.00 
Penyediaan jasa 
kebersihan kantor 185,400,000 185,400,000 0 100.00 
Penyediaan jasa 




bangunan kantor 55,000,000 54,905,000 95,000 99.83 
Penyediaan bahan bacaan 
( Humas ) 553,550,000 551,857,500 1,692,500 99.69 
Pelayanan administrasi 
kesekretariatan 2,989,803,600 2,936,743,022 53,060,578 98.23 
Penyediaan Data 
Inventaris Barang Milik 
Daerah Pada Sekretariat 
daerah 114,700,000 114,354,800 345,200 99.70 
Rapat-rapat koordinasi 
dan konsultasi dalam dan 
luar daerah 1,300,590,000 1,300,082,300 507,700 99.96 
Penyediaan Jasa Tamu 
Pemerintah Kabupaten 292,390,000 284,689,250 7,700,750 97.37 
Penyediaan Jasa 
Administrasi Pajak Bumi 
dan Bangunan 15,000,000 10,119,585 4,880,415 67.46 
Pelayanan Administrasi  
Perjalanan Dinas 222,098,500 215,744,500 6,354,000 97.14 
Fasilitasi Keprotokoleran 
Penyelenggaraan 
Kegiatan Pemda 804,680,100 788,479,201 16,200,899 97.99 
Fasilitasi Pelaksanaan 
Tugas - Tugas 
Ketatausahaan 218,640,000 200,580,000 18,060,000 91.74 
Pemeliharaan 
rutin/berkala rumah 
jabatan 195,000,000 176,855,500 18,144,500 90.70 
Pemeliharaan 
rutin/berkala gedung 
kantor 185,000,000 151,376,300 33,623,700 81.83 
Pemeliharaan 
rutin/berkala kendaraan 
dinas/operasional 2,550,133,000 2,486,969,723 63,163,277 97.52 
Operasional Mobil 




kantor 36,450,000 24,640,000 11,810,000 67.60 
Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Peralatan 
Gedung Kantor 60,030,000 52,308,400 7,721,600 87.14 
Pemeliharaan 
rutin/berkala mebeleur 39,000,000 34,640,000 4,360,000 88.82 
Pemeliharaan Rutin/ 
Berkala Jaringan 
Prasarana Umum 1,164,930,000 1,157,850,000 7,080,000 99.39 
Rehabilitasi sedang/berat  




(Utang) 113,836,000 113,836,000 0 100.00 
Pengadaan pakaian dinas 
beserta perlengkapannya 187,000,000 184,700,000 2,300,000 98.77 
Pengadaan Pakaian 
Khusus Hari-hari 
Tertentu 73,000,000 73,000,000 0 100.00 
Pendidikan dan pelatihan 
formal 280,000,000 279,742,100 257,900 99.91 
Bimbingan Tekhnis 
Penatausahaan Keuangan 
Desa dan Pengelolaan 
Asset Desa 27,975,500 26,225,500 1,750,000 93.74 
Pembekalan Tekhnis 
Panitia Pemilihan Kepala 




Kepegawaian 178,319,200 175,312,927 3,006,273 98.31 
Rapat Koordinasi 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah 112,500,000 107,940,000 4,560,000 95.95 
Penyusunan LAKIP 
Sekretariat Daerah Tahun 
2014 35,514,500 35,514,500 0 100.00 
Penyusunan LAKIP 
Pemda Kab. Sinjai Tahun 
2014 144,400,000 144,196,500 203,500 99.86 
Penyusunan Dokumen 
Pengendalian 
Pembangunan 164,738,000 161,972,800 2,765,200 98.32 
Evaluasi Percepatan 
Penyerapan Anggaran 




Bupati Sinjai Tahun 2014 135,056,000 134,706,000 350,000 99.74 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan SKPD 169,945,000 162,193,500 7,751,500 95.44 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Triwulan, 
Semesteran dan Akhir 
Tahun 111,005,000 102,265,000 8,740,000 92.13 
Monitoring dan Evaluasi 
Anggaran Program dan 
Kegiatan 86,800,000 84,175,000 2,625,000 96.98 
Penetapan Kinerja dan 
Kontrak Kinerja Kab. 
82,210,000 82,040,000 170,000 99.79 
Sinjai Tahun 2015 
Monitoring dan Evaluasi 
Peraturan Bupati tentang 
Pelimpahan Sebahagian 
Kewenangan Bupati 
Kepada Camat 180,830,000 179,222,800 1,607,200 99.11 
Penyusunan Pelaporan 
Pertanggungjawaban 
Keuangan 173,108,500 169,384,300 3,724,200 97.85 
Penyusunan LPPD dan 
ILPPD Tahun 2014 240,192,000 236,437,000 3,755,000 98.44 
Kerjasama Informasi 
Dengan Mass Media 2,454,839,800 2,393,471,400 61,368,400 97.50 
Penyebarluasan 
Informasi Pembangunan 








Dialog/Audience 80,838,300 74,487,900 6,350,400 92.14 
Buku Himpunan 
Sambutan Bupati Tahun 
2015 88,725,100 88,725,100 0 100.00 
Fasilitasi Hari Jadi dan 
Hari Besar Lainnya 836,015,000 812,764,000 23,251,000 97.22 
Operasional Pengelolaan 
Persandian 119,456,250 115,128,050 4,328,200 96.38 
Penerbitan  Jurnal 
Kehumasan 103,867,000 103,777,000 90,000 99.91 
Penerimaan kunjungan 
kerja pejabat negara/ 
departemen/ lembaga 
pemerintah non 
departemen/ luar negeri 2,694,320,000 2,593,434,335 100,885,665 96.26 
Koordinasi Dengan 
Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintah Daerah 
Lainnya 450,000,000 424,407,100 25,592,900 94.31 
Penatausahaan 
Administrasi Gaji 100,905,000 100,865,100 39,900 99.96 
Penatausahaan 
Pengelolaan Keuangan 
Setdakab 186,710,000 185,225,000 1,485,000 99.20 
Fasilitasi dan Koordinasi 
Pemilihan Kepala Desa 505,741,600 396,676,126 109,065,474 78.43 
Program Pembinaan dan 
Fasilitasi Pengelolaan 
Keuangan Desa 241,654,500 228,527,476 13,127,024 94.57 
Monitoring dan Evaluasi 
Penyusunan Rancangan 
Peraturan Desa tentang 
APBD Desa dan Jenis- 
Jenis Pungutan Desa 47,450,500 47,310,100 140,400 99.70 
Monitoring dan Evaluasi  
Pengelolaan Dana Desa 194,204,000 181,217,376 12,986,624 93.31 
Tindak lanjut Laporan 
hasil Temuan Pengawsan 216,134,000 201,375,880 14,758,120 93.17 
Pembentukan dan 
Pembinaan Kelompok 
Sadar Hukum 34,814,000 31,630,000 3,184,000 90.85 
Penanganan Sengketa 
Hukum Pemerintah 
Daerah 194,260,000 193,313,500 946,500 99.51 
Penyusunan Pedoman 
Penyelenggaraan SPIP 
Di Lingkup Pemkab. 
Sinjai 96,530,000 91,980,000 4,550,000 95.29 
Evaluasi dan Pelaporan 
Reformasi Birokrasi 92,970,000 83,371,700 9,598,300 89.68 
Penyusunan Pedoman 
Budaya Kerja Lingkup 
Pemda Kabupaten Sinjai 93,065,000 82,286,976 10,778,024 88.42 
Evaluasi Kinerja 
Pelayanan Publik 164,992,300 162,578,191 2,414,109 98.54 
Survey Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 135,410,000 117,422,600 17,987,400 86.72 
Fasilitasi Penyusunan 
Standar Pelayanan Publik 147,315,000 132,819,612 14,495,388 90.16 
Program optimalisasi 
pemanfaatan teknologi 




Minimal (SPM) 63,472,000 62,595,200 876,800 98.62 
Fasilitasi Sosialisasi 
Peraturan Perundang-
undangan Pajak Rokok 
Daerah 90,000,000 80,440,000 9,560,000 89.38 
Penyusunan Peraturan 
Bupati Tentang 
Pengelolaan Asset Desa 3,960,000 3,960,000 0 100.00 
Pengembangan RAN 




130,362,500 118,332,500 12,030,000 90.77 
Permendagri Nomor 13 
Tahun 2012 
Penyuluhan Hukum 
Terpadu 44,092,000 31,014,000 13,078,000 70.34 
Penyusunan Kebijakan 
Pelaksanaan 




Dokumen dan Informasi 
Hukum) 68,265,000 67,835,000 430,000 99.37 
Penyusunan Ranperda 
tentang Desa 120,000,000 117,212,000 2,788,000 97.68 
Penyusunan Pertaruran 
Bupati tentang  
Pelimpahan Sebagian 
Kewenangan Bupati 










Kepala Daerah 399,425,000 386,214,250 13,210,750 96.69 
Penyusunan Rencana 
Kerja Rancangan 
Peraturan Daerah ( 









Di Desa 30,000,000 29,354,600 645,400 97.85 
 Koordinasi Bidang 
Perekonomian 117,120,000 116,324,000 796,000 99.32 
Pengendalian dan 
Pengawasan 
Ketersediaan BBM dan 
LPG Bersubsidi 104,890,000 103,350,000 1,540,000 98.53 
Koordinasi  Pengawasan 
Pupuk dan Pestisida 150,480,000 148,265,000 2,215,000 98.53 
Fasilitasi Pengendalian 
Inflasi Daerah 216,870,000 216,052,400 817,600 99.62 
Koordinasi Penyaluran 
Beras untuk Keluarga 
Miskin 333,640,000 330,505,000 3,135,000 99.06 
Program Pengaturan Jasa 
Konstruksi 122,673,000 122,583,000 90,000 99.93 
Penyelenggaraan 
Pembinaan Jasa 
Konstruksi 122,673,000 122,583,000 90,000 99.93 
Program Fasilitasi 
Peningkatan Koordinasi 
Bidang Kesra 188,306,000 187,316,000 990,000 99.47 
Monitoring dan evaluasi 
Bidang Kesra 146,130,000 145,960,000 170,000 99.88 
Temu Koordinasi 
Penanggulangan dan 
Pencegahan Napza dan 
HIV AIDS Tk. Kab. 
Sinjai 42,176,000 41,356,000 820,000 98.06 
Penataan dan Penegasan 
Batas Wilayah Antar 
Wilayah Sinjai - 




Keagamaan 272,285,000 271,855,000 430,000 99.84 
Safari Ramadhan 129,506,400 129,506,300 100 100.00 
Pengembangan Syiar 
Islam 3,609,865,000 3,608,453,900 1,411,100 99.96 
Mengikuti STQ Tingkat 
Provinsi tahun 2015 202,887,500 201,835,700 1,051,800 99.48 
Pelaksanaan Pelatihan 
Qari dan Qariah 66,335,000 66,335,000 0 100.00 
Pelaksanaan STQ tingkat 




Penyelenggaraan  Haji 
Kabupaten Sinjai Tahun 
2014 310,495,000 309,898,500 596,500 99.81 
Pelatihan 




Barang/Jasa Pemerintah 217,771,000 204,432,900 13,338,100 93.88 
Rapat Koordinasi 
Terpadu Tingkat 
Kabupaten 238,206,300 229,134,700 9,071,600 96.19 
Pembakuan Nama 
235,738,000 200,213,200 35,524,800 84.93 
Rupabumi Unsur Buatan 
Koordinasi Pelaksanaan 
Program/Kegiatan 
Pembangunan Daerah 168,887,000 167,238,100 1,648,900 99.02 
Rapat Koordinasi dengan 
Aparat Desa 143,265,000 142,324,600 940,400 99.34 
Sosialisasi Perda dan 
Perbup Pemilihan Kepala 
Desa 41,690,000 41,690,000 0 100.00 
Koordinasi dan fasilitasi 
Penyelesaian Masalah 




Kepentingan Umum 174,415,000 113,455,000 60,960,000 65.05 
Fasilitasi Pembentukan 
Kerjasama Antar Daerah 
Pada Bidang Ekonomi 290,315,000 223,305,500 67,009,500 76.92 
Diskusi Penyamaan 
Persepsi dalam 
Penanganan Pasca Panen 
Tembakau 290,315,000 223,305,500 67,009,500 76.92 
Sosialisasi Ketentuan Di 
Bidang Cukai Tembakau 114,859,111 111,111,900 3,747,211 96.74 
Monitoring Fisik dan 
Keuangan Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil 
Tembakau 114,859,111 111,111,900 3,747,211 96.74 
Fasilitasi Penguatan 
Kelembagaan UKS Di 
Kabupaten Sinjai 111,129,000 110,374,600 754,400 99.32 
TOTAL 33,768,237,208 32,522,220,885 1,246,016,323 96.31 
  Belanja Modal  
Pada tahun anggaran 2015 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 2.818.910.000,00 
dengan realisasi sebesar Rp. 2.768.661.150,00 atau 98 persen. Adapun rinciannya 
dapat dilihat pada tabel berikut : 
 
 
Tabel 4. Rincian Realisasi Belanja Modal Sekretariat Daerah 




% Anggaran setelah 
perubahan 
Realisasi 
1 Tanah - - - 
2 Peralatan dan Mesin  
a.Alat Angkutan 





























4 Gedung & Bangunan 274.960.000 274.460.000 99 




a.  Aset 
 Jumlah asset Sekretariat Daerah per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 
109.344.473.137,00. Pemutakhiran data asset  dimulai sejak terbentuknya badan ini, 
yang terdiri atas: 
Tabel 5. Rincian Aset Sekretariat Daerahuntuk TA.2014 
 
 
b. Aset Lancar 
   Jumlah asset lancar pada Tahun 2015 adalah Rp. 7.639.500; yang 
merupakan persediaan pada tahun 2015.Jumlah persediaan pada Tahun 2014 
adalah sebesar Rp. 7.639.500.00 terdiri dari: 



















Amplop Surat Sinar 
Dunia 15 dos    27,500      412,500  
  
Amplop Surat Sinar 
Dunia 
15 
dos    27,000      405,000  
  
Baterai Jam Dinding 
Everyday 
15 
dos      7,000      105,000  
No Uraian 2014 
1 Aset Lancar 16.078.000 
2 Aset Tetap 105.221.734.099 
3 Aset Tetap lainnya 4.106.661.038 
Jumlah 109.344.473.137 
  Buku Agenda K/M 3 Buah    35,000      105,000  
  
Kertas A4 70 gram 
Sinar Dunia 
7 
Rim    42,000      294,000  
  
Kertas HVS Folio 70 
gram Sinar Dunia 
4 
Rim    50,000      200,000  
  
Kertas HVS Kwarto 
70 gram Sinar Dunia 
14 
Rim    40,000      560,000  
  Map Kertas Biasa 3 lembar      1,000         3,000  
  Pulpen Balliner 2 Dos  240,000      480,000  
  Pulpen Boldiner 5 Dos  240,000   1,200,000  






Dos      5,000       40,000  
  Jumlah        4,504,500  
 
c. Aset Tetap 
 Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai pengelola keuangan dan asset 
daerah. Jumlah asset pada Tahun 2014 adalah Rp. 109.344.473.137,00. Pada Tahun 
Anggaran 2014 ada penambahan aset tetap pada Sekretariat DaerahsebesarRp. 
13.949.256.988,00 terdiri dari penambahan belanja modal tanah dan pensertifikasian 
tanah tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 3.550.702.800; belanja modal peralatan dan 
mesin ditambah ekstra comptable sebesar Rp. 4.765.847.650; mutasi peralatan dan 
mesin dari 8 (delapan) sebesar Rp. 1.010.000.000; mutasi peralatan dan mesinbagian 
Humas dari Disperindag berupa kendaraan roda dua (motor) sebesar Rp. 6.000.000; 
mutasi peralatan dan mesin bagian Perekonomian dari Disperindag berupa kendaraan 
roda dua (motor) sebesar Rp. 7.000.000; mutasi peralatan dan mesin dari Bappeda 
berupa kendaraan roda dua (mobil) sebesar Rp. 135.000.000; mutasi peralatan dan 
mesin dari Sekretariat DPRD berupa kendaraan roda empat (mobil) sebesar Rp. 
307.267.500; belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2014 sebesar 
Rp. 199.278.000; belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp. 6.000.000; belanja 
modal aset lainnya berupa software sebesar Rp. 21.406.363; dan aset lain-lain 
bertambah karena ada peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan yang sudah 
rusak berat sebesar Rp. 3.940.754.675;  
d. Kewajiban 
 Pada tahun anggaran 2015 Sekretariat Daerah tidak memiliki kewajiban 
karena keseluruhan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang 
telah ditetapkan, begitupun dengan realisasi keuangannya. 
3.  Ekuitas Dana 
a. Ekuitas dana lancar 
Jumlah ekuitas dana lancar untuk tahun 2015 adalah berupacadangan persediaan 
sebesar Rp. 7.639.500; 
b. Ekuitas Dana Investasi 
Ekuitas dana investasi pada tanggal  31 Desember 2014 adalah Rp. 
109.328.395.137,00; terdiri dari : 
 Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp. .105.221.734.099,00 
 DiinvestasikandalamAset  LainnyaRp.4.106.661.038,00 
Berdasarkan uraian Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 
2014 yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas 
Laporan Keuangan, secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut : 
 Pendapatan untuk Tahun Anggaran 2013 adalah Rp. 0,00 
 Belanja SKPD direncanakan Rp. 56.749.426.265,00 dan realisasi sebesar 
Rp.48.631.675.239,00 atau 85 persen dengan rincian sebagai berikut : 
 Belanja Pegawai              Rp. 9.824.861.357,00(89%) 
 Belanja Barang dan Jasa  Rp. 30.263.579.069,00 (90%) 
 Belanja Modal Rp. 8.543.234.813,00 (69%) 
 Cadangan persediaan sebesar Rp. 16.078.000,00 merupakan sisa barang pakai 
habis di  bendahara barang per31Desember 2014. 
 Jumlah aset adalah Rp. 109.344.473.137,00dengan rincian sebagai berikut :  
 Aset Lancar   Rp.            16.078.000,00 
 Aset Tetap   Rp.105.221.734.099,00 
Sumber data laporan keuangan tahun 2016 
1. Laporan Realisasi Anggaran 
a. Pendapatan  
Untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai pada tahun anggaran 2016 tidak ada 
pendapatan atau Rp. 0,00,- 
  
b. Belanja 
Pada tahun anggaran 2016 anggaran belanja dialokasikan sebesar Rp. 
50.823.418.659,00 dan terealisasi sebesar Rp. 25.478.356.287,00 atau mencapai 50% 
dari anggaran. Realisasi belanja terdiri dari : 
Tabel 1. Rincian Realisasi Belanja Sekretariat Daerah untuk 
Semester I TA 2016 
No Uraian 
2016 % 
Anggaran Realisasi  




32.824.729.650 15.515.339.790 47 
3 Belanja Modal 5.044.325.000 3.851.337.040 76 
4 Belanja Subsidi 0 0 0 
5 Belanja Bantuan 0 0 0 
6 Belanja lain-lain 0 0 0 
Jumlah Belanja 50.823.418.659 25.478.356.287 50 
 
 
 Belanja Pegawai 
 Realisasi belanja pegawai tidak langsung maupun langsung untuk 
semester I Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 6.111.679.457,00 atau 50 persen 
dari jumlah yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebesar Rp. 
12.954.364.009,00. Adapun rincian belanja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut : 






8,027,544,009 4,018,614,457 50% 
(tidak langsung) 
-  Gaji Pokok 
       
6,178,810,291  
           
3,083,838,920  50% 
-  Tunjangan Keluarga 
          
487,296,004  
              
250,137,284  51% 
-  Tunjangan Jabatan 
          
639,600,247  
              
339,690,000  53% 
-Tunjangan fungsional 
            
15,600,000  
                  
7,200,000  46% 
-  Tunjangan umum 
          
174,590,000  
                
87,975,000  50% 
-  Tunjangan Beras 
          
314,592,480  
              
149,764,560  48% 
-
TunjanganPPH/Khusus 
            
48,166,566  
                
24,373,989  51% 
-  Pembulatan Gaji 
                   
74,737  
                       
37,384  50% 
-  Iuran Asuransi 
Kesehatan 
          
168,813,684  
                
75,597,320  45% 
JUMLAH 
    
8,027,544,009  
        
4,018,614,457  50% 
    
 
 Belanja Barang dan Jasa 
 Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 
15.515.339.790,00 atau 47 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 
32.824.729.650,00 dengan  sumber dana yaitu Dana Alokasi Umum (DAU).   
Adapun uraian belanja barang dan jasa dapat dilihat pada tabel 3 berikut: 


















































































































































































































































































































































































































































































Fasilitasi Hari Jadi 
































































































































































































































































































Pembina UKS Tk. 












































































































Keuangan Dana Bagi 



































































 Belanja Modal  
Pada tahun anggaran 2015 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 
2.818.910.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.768.661.150,00 atau 98 persen. 
Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut: 
 
Tabel 4. Rincian Realisasi Belanja Modal Sekretariat Daerah 







1 Tanah - - - 
2 Peralatan dan Mesin  
d. Alat Angkutan 
b.Alat Kantor & 
RumahTangga 
  c.Alat Studio 
 

























4 Gedung & Bangunan 274.960.000 274.460.000 99 




a.  Aset 
Jumlah asset Sekretariat Daerahper31Desember 2015adalah sebesar Rp. 
79.333.371.373,69. Pemutakhiran data asset  dimulai sejak terbentuknya badan 
ini,yang terdiri atas : 
Tabel 5. Rincian Aset Sekretariat Daerahuntuk TA.2015 
 
 Aset Lancar 
Aset lancar pada Sekretariat Daerah tahun anggaran 2015 terdiri dari : 
 Belanja dibayar dimuka 
 Belanja dibayar dimuka diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan 
jumlah kas yang akan dikeluarkan dan akan dipertanggungjawabkan. Adapun 
jumlah beban dibayar dimuka adalah sebesar Rp. 215.663.403,69. 
 Persediaan 
 Adapun jumlah persediaan pada Sekretariat Daerah untuk tahun anggaran 
2015 adalah sebesar Rp. 3.698.500; 
 Aset Tetap  
No Uraian 2014 
1 Aset Lancar 219.361.903.69 
2 Aset Tetap 73.677.192.027 
3 Aset Tetap lainnya 5.436.817.443 
Jumlah 79.333.371.373,69 
 Penghitungan jumlah dan nilai asset pada Sekretariat Daerah dilakukan sejak 
terbentuknya Badan PengelolaKeuangan Daerah sebagai pengelola keuangan dan 
asset daerah. Jadi Jumlah aset Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai per 31 Desember 
2015 dan 2014 adalah Rp. 73.677.192.027.00; dan Rp. 72.926.459.642.00 sebagai 
berikut : 
No Uraian 2015 2014 
1. Tanah 43.723.833.856 43.762.033.856 
2. Peralatan dan Mesin 26.504.858.244 26.929.505.549 
3. Gedung dan 
Bangunan 
29.941.575.033 26.061.887.344 
4. Jalan, Irigasi, dan 
Jaringan 
3.763.684.700 3.380.209.700 




 Jumlah 73.677.192.027 72.926.459.642 
 
Pada Tahun Anggaran 2015 ada penambahan aset tetap pada Sekretariat  
Daerah sebesar Rp. 2.110.726.150,00 terdiri dari penambahan belanja modal 
pengadaan kendaraan dinas/operasional tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 
507.960.000; belanja modal pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas  sebesar 
Rp. 437.444.150; belanja modal perlengkapan gedung kantor sebesar Rp. 
236.546.000; belanja modal peralatan gedung kantor sebesar Rp. 720.550.000; dan 
belanja modal pengadaan mebeleur sebesar Rp. 208.226.000;. Aset lain-lain 
bertambah karena ada peralatan dan mesin yang sudah rusak berat sebesar Rp. 
1.278.156.405;. 
 Aset Tetap Lainnya 
 Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan 
ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk 
kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pada tahun anggaran 
2015 jumlah aset tetap lainnya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai adalah 
sebesar Rp. 5.436.817.443.00.  
 Kewajiban 
 Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah 
dalam konteks pemerintahan.  
 Kewajiban Jangka Pendek. 
 Adapun jumlah kewajiban jangka pendek per 31 Desember  2015 adalah 
sebesar Rp. 308.698.241.00 yang merupakan dana yang harus disediakan untuk 
pembayaran listrik, air, telepon, dan TV kabel pemakaian bulan Desember tahun 
2015 sebesar Rp. 299.448.241.00. Utang kepada pihak ketiga sebesar Rp. 
9.250.000.00 yang merupakan pekerjaan pengadaan penutup meja untuk kebutuhan 
laboratorium Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai sebesar Rp. 4.250.000.00 dan 
belanja modal pengadaan kamera kegiatan pengaspalan jalan Hotmix EIRTP AWP 2-
EIP sebesar Rp. 5.000.000.00. 
 Ekuitas  
Adapun ekuitas Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai untuk tahun 2015 adalah Rp. 
79.024.673.132,69 sehingga jumlah ekuitas dan kewajiban pada Sekretariat 
Daerah adalah sebesar Rp. 79.333.371.373,69. 
3. Laporan Operasional 
 Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan 
opererasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan 
dalam pendapatan LO, beban dan Surplus/Defisit operasional dari suatu entitas 
akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode 
sebelumnya. 
 Beban Operasional 
Beban operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai untuk tahun 2015 sebesar Rp. 
47.149.192.537,31 yang terdiri dari : 
 Beban pegawai yang jumlahnya sebesar Rp. 7.057.787.266.00 
 Beban persediaan yang jumlahnya sebesar Rp. 10.010.782.957.00 
 Beban barang dan jasa yang jumlahnya sebesar Rp. 18.170.556.134,14 
 Beban pemeliharaan yang  jumlahnya sebesar Rp. 3.786.136.042,17 
 Beban perjalanan dinas yang jumlahnya sebesar Rp. 4.844.880.089.00 
 Beban penyusutan yang jumlahnya sebesar Rp. 3.042.582.999.00 
 Beban lain-lain yang jumlahnya sebesar Rp. 236.467.050.00 
Jumlah Surplus/Defisit dari beban operasional adalah Rp. (47.149.192.537,31). 
 Laporan Perubahan Ekuitas  
 Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos : 
ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang 
langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir. 
 Ekuitas Awal 
 Ekuitas awal Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 sebesar Rp. 
77.452.225.765,45. 
 Surplus/Defisit LO 
Surplus/defisit adalah selisih lebih atau kurang antara dan belanja seleama satu 
periode pelaporan. Surplus/deficit LO Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 
2015 sebesar Rp. (47.149.192.537,31). 
 Ekuitas Akhir 
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